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Implementasi Kebijakan Bantuan Hibah Peternakan pada Dinas Pertanian

Provinst Sulawesi Barat

Roswati Jusuf

roswati jusuf.ut @gmail.com

Program Pasca Sarjana
Untversitas Terbuka

Abstrak

Penelitian int bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan pokok
yang dibahas, meliputi Implementasi Kebijakan Bantuan hibah peternakan pada
Dinas Pertaman Provinst Sulawesi Barat, khususnya ditinjau dari aspek
komunikasi, struktur birokrasi, sumberdaya dan disposisi. Metode penelitian yang
digunakan adalah jenis penelitian kualitatif pendekatan Deskriptif, untuk
menjelaskan secara komprehensif implementasi kebijakan penerima bantuan
hibah Peternakan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penenma
bantuan hibah peternakan berdasarkan hasil wawancara dengan para informan
bahwa persepsi atau keingintahuan para pelaksana tentang kebijakan pemberian
bantuan hibah Peternakan pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat sudah
berjalan baik walaupun ada terjadi sebagian para pelaksana yang tidak sama persis
cara memandangnya dan itu kadang terjadi. Hal ini disadari oleh para pelaksana
kebijakan ini tentang urgennya tahapan pelaksanaan evaluasi/verifikasi karena
menjadi bahan rekomendasi layak atau tidak layak bagi calon penerima bantuan
hihah Begitu juga dengan resiko yang dipikul oleh para pelaksana kebijakan
ketika salah dalam melaksanakan verifikasi. Demikian haloya vanabel perangkat
birokrasi sebagian besar sudah berjalan baik, namun masih terkendala di indikator
kejujuran yang belum berjalan baik Sedangkan penerapan variahel insentif untuk
jumlah yang diterima dan waktu penyerahan insentif tidak tersedia.

Kata Kunci: Komunikasi, Struktur Birokrasi, Sumber daya dan Disposisi
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Implementation of Antmal Grants Aid Policy at West Sulawesi Provincial
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Graduate program
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Abstract

This study aims to answer some of the main issues discussed, including
Policy Implementation of Livestock Grants Assistance at the Provincial
Agriculture Office of West Sulawesi, especially in terms of communication,
bureaucratic structure, resources and disposition. The research method used is
qualitative research type Descriptive approach, to explain comprehensively the
implementation of policy of grant recipients of Animal Husbandry of West
Sulawesi Provincial Agriculture Office.

The results showed that the implementation of the policy of grant
recipients based on the results of mterviews with informants that the perceptions
or curiosity of the implementers of the policy of grant aid grants in the Agriculture
Office of West Sulawesi Province has been going well, although there are some
implementers who are not exactly the same way of looking at it and it happens
sometimes, It is acknowledged by the implementers of this policy regarding the
urgency of the evaluation / vernfication stage because it is a recommendation
materal or not feasible for prospective grant beneficiaries. Likewise with the risks
borne by the policy implementers when wrong in carrying out verification.
Similarly, the variables of bureaucratic instruments are mostly already running
well, but are still constrained in the indicators of honesty that have not run well.
While the application of incentive variables for the amount received and incentive

delivery time is not available.

Keywords: Communication, Structure of Bureaucracy, Resources and Disposition
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sejalan dengan prinsip Otonomi Daerah yang tertuang dalam Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemenntahan Daerah, dimana daerah
memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan,
peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan
pada peningkatan kesejahteraan rakyat, disamping itu juga ditetapkan prinsip
otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dimana suatu prinsip bahwa untuk
menangant urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan
kewajiban yang nyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan
berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

Provinst Sulawesi Barat terbentuk sesuai dengan Undang-undang No. 26
tahun 2004 dengan luas wilayah = 16.937,16 Km, dimana awalnya terdiri dari 5
(lima) Kabupaten yakni, Kabupaten Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamasa,
dan Mamuju Utara. Namun dengan perkembangan Provinsi Sulawesi Barat saat
mi jumlah Kabupaten sudah menjadi 6 (enam), yaitu dengan bertambahnya
Kabupaten Mamuju Tengah, yang merupakan pemekaran wilayah dari Kabupaten
Mamuju.

Propinsi Sulawesi Barat letaknya cukup strategis karena berada pada
pesisir pantai selat Makassar, merupakan trans Sulawesi yang menghubungkan
Kota Makassar dengan Palu Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara serta

Kalimantan Timur, dan juga merupakan segitiga antara Malaysia, Philipina, dan

Al
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Sulawesi Barat (Indonesia) sebagai pemasok hasil-hasil pertanian dan perikanan

serta hasil-hasil lainnya.

Potensi sumber daya alam yang dimiliki seperti hasil-hasil pertanian,
perkebunan, perikanan, hasil hutan serta hasil-hasil pertambangan cukup
menunjang dan berpotensi untuk dikembangkan dan diolah lebih lanjut menjadi
barang setengah jadi atau barang jadi untuk memenuhi suplai industri hilir Dengan
potensi yang dimiliki tersebut, maka dirumuskanlah Visi dan Misi pembangunan
Provinsi Sulawesi Barat 2012-2016 yang termuat dalam Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2016 yaitu: “Terwujudnya percepatan
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat pada
2016.Kemudian ditindak lanjuti pada rencana induk dan rencana aksi percepatan
pembangunan Propinsi Sulawesi Barat dengan 5 (lima) Program Panca Karya,
yaitu:

a. Meningkatkan profesionalitas aparatur Pemenntah Daerah (Pemda).

b. Memperluas dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana ekonomi vital
serta signifikan dampaknya terhadap pengembangan agro industri, industri
pertambangan minyak, gas dan mineral serta volume perdagangan.

¢. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

d. Meningkatkan akses dan kualitas peiayanan pendidikan, dan

e. Menerapkan kebijakan yang berpithak pada pemanfaatan sumberdaya alam
secara berkelanjutan untuk menjamin terpenuhinya kebutuban generasi yang

akan datang (Pembangunan berkelanjutan).
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Melalui vist dan tersusunnya arah pembangunan Provinsi Sulawesi Barat
secara jelas, schingga hasil pembangunan yang diharapkan sudah cukup baik.Di
Era Otonomi Daerah seperti sekarang ini sehiap Negara dituntut untuk menjadikan
kondisi kehidupan ekonominya menjadi semakin efektif, efisien, dan
kompetitif Indonesia  merupakan  Negara  berkembang  vang  terus
mengimplementasikan pembangunan di  berbagai bidang. Tujuan  dani
pembangunan adalah untuk memperbatki dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, serta menciptakan inovasi di dalam masyarakat tersebut.

Berdasarkan kalkulasi statistik,lebih dari 60 persen penduduk Indonesia
adalah penghuni desa,sebagaian dan mereka hidup dalam kemiskinan structural
yang tidak pernah berakhir.Wilayah pedesaan selalu dicirikan dengan rendahnya
tingkat produktivitas kerja, tingginya tingkat kemiskinan, dan rendahnya kualitas
hidup dan pemukiman.Pedesaan dianggap sebagai daersh yang tertinggal,
miskindan pembangunannya lambat karena jauh dari pusat pemernintahan.Padahal
sebenarnya kawasan pedesaan memiliki potensi sumber daya alam yang
melimpah, hanya saja belum dimanfaatkan dengan maksimal.

1. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Pertanian, Sulawesi Barat.

Sebelum membahas tugas pokok dan fungst Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD), terlebih dulu akan diuraikan Visi dan Misi SKPD sesuai yang
termuat dalam Rencana Strategis {(Renstra) Dinas Pertanian dan Petemakan
Provinsi Sulawesi BaratTahun 2012-2016 yaitu:” Mewnjudkan Pertanian Yang
Tangguh untuk Tercapainya Petani Maju, Mandin dan Sejahtera

{(Mamase)"Penjabaran makna dan Visi tersebut adalah:
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a. Maju adalah kondisi pertanian Sulawesi Barat yang lebih baik dar kondisi
sebelumnya baik secara SDM maupun teknologi.

b. Mandiri adalah kondisi pertaman Sulawesi Barat yang mampu memenuhi
kebutuhannya sendiri dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan
sendiri,

c. Sejahtera adalah kondisi pertanian Sulawesi Barat yang secara lahir batin
mendapatkan ketenangan dan kemakmuran.

Rumusan visi tersebut mengandung makna bahwa segenap potensi
(sumberdaya alam dan sumber daya manusia) pertanian dan petermakan di
Sulawesi Barat di bentuk menjadi sebuah sektor rill yang berdaya guna dan
berhasil guna dalam tatanan masyarakat sebagai sumber penghidupan yang layak
untuk meningkatkan taraf kehidupan. Membangun pertanian dan peternakan yang
mandini artinya adalah pertanian dan petemakan dapat memenuhi kebutuhan
pangan penduduk Sulbar baik dan segi kuantitas maupun kualitas, sementara
tangguh bermakna bahwa pertanian dan peternakan yang diusahakan petani
maupun pelaku lainnya tidak hanya dapat memenuhi pemenuhan kebutuhan
pangan (subsistence farming) keluarga tapi juga berorientasi pasar/bisnis
(commercial farming), dengan kata lain beralih dari pertanian tradisional yang
subsisten menuju pertanian modem yang beronientasi pasar (usahatam).

Visi tersebut diatas memberikan penekanan dan limpahan tanggung
jawab kepada semua stake holder untuk bekerna secara maksimal dan bersama-
sama dengan Dinas Pertanian dan Peternakan sebagai leading sektornya.

Pembangunan pertanian yang berkelanjutan, senantiasa menjaga tatanan dan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



435€5.pdf

keseimbangan alam dengan filosofi mengambil sesuatu dari alam sesuai
kebutuhan dan tidak mengekploitasi alam secara brutal, tapi melakukan usahatani
yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan tetap produkitif.
Untuk mewujudkan wvisi tersebut, maka ditetapkan misi Dinas
Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat sebagai berkut:
1) Mewujudkan kawasan sentra produksi tanaman pangan melalui
pengembangan komoditi unggulan Nasional dan Daerah.
2) Mewujudkan kawasan sentra produksi petemakan melalui pengembangan
Komoditi Unggulan Nasional dan Daerah.
3} Mewujudkan kawasan sentra produksi hortikultura melalui pengembangan
komoditi unggulan Nasional dan Daerah.
4) Meningkatkan prasarana dan sarana pertanian dalam mendukung
peningkatan produksi dan produktivitas hasii Pertanian dan Peternakan.
5) Meningkatkan nilai tambah, daya saing industri hilir, pemasaran dan
ekspor hasil pertaman.
6) Mewujudkan ketersediaan benih dan bibit unggul tanaman pangan dan
hortikultura.
7) Mewujudkan sistem dan teknologi pembibitan, pengoiahan hijavan
makanan ternak, dan diagnostik penyakit hewan.
8) Mewujudkan pusat kajtan agribisnis pertanian dan petermakan
{Percontohan, Pembelajaran, Pelatihan, dll) di Sulawesi Barat.

9) Mewujudkan Profesionalisme Aparatur Pertanian dan Peternakan.
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Terkait dengan kelembagaan dan tupoksi SKPD, penyusunan ini
berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 45
Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi
Sulawes: Barat,salah satu Dinas yang dibentuk di Provinsi Sulawes: Barat
adalah Dinas Pertamian Provinsi Sulawesi Barat yang mempunyai tugas
pokok:

a) Membanty Gubernur melakukan urusan pemerintahan dibidang pertanian
meliputi sarana dan prasarana, tanaman pangan dan hortikultura,
peternakan dan kesehatan hewan, penyuluhan, produksi perkebunan,
perbenthan dan perlindungan perkebunanyang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

b) Dinas Pertanian dalam melakukan tugas, menyelenggarakan fungsi
sebagai herikut :

(1) penyelenggaraan perurmnusan kebijakan dibidang sarana dan prasarana,
tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan
hewan serta penyuluhanpertanian;

(2) penyelenggaraan penyusunan program penyuluhan pertanian;

(3) penyelenggaraan penataan prasaranapertanian;

(4) penyelenggaraan pengawasan mutu dan peredaran henih tanaman,
benih/bibit termak dan hijauan pakanternak;

(5) penyelenggaraan pengawasan sarana pertanian;

(6) penyelenggaraan pembinaan produksi dibidang pertanian;
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(7) penyelenggaraan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit
tanaman dan penyakit hewan;
(8) penyelenggaraan pengendalian dan penangguiangan bencana alam;
(9) penyelenggaraan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil
pertanian;
(10) penyelenggaraan penyuiuhan pertanian;
(11) penyelenggaraan pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
(12) penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi dibidang pertanian;
(13) penyelenggaraan pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian;dan
(14) pelaksanaan tugas lain yang dibenkan oleh pimpinan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoks?) tersebut telah
dimumuskan dalam program SKPD, yaitu dituangkan dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.Sebagai gambaran tentang Tugas Pokok
dan Fungsi Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat yang telah dituangkan
dalam DPA, yaitu untuk data DPA TA. 2016 dimana dilaksanakan beberapa
Program Kegiatan dengan menetapkan sasaran strategis untuk pencapaian

indikator kinerja,yang dapat digambarkan pada tabel dibawah int ;
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Tahun 2016 Target 12 :ﬁ:::
Sasaran | Indikator | Realisasi - Akhir Ta etp
Strategis | kinerja 2015 Target Realisasi Ca(p;:;an Renstra Renrzra
2016 2016 (%)
Meningkat | Daging | Daging Daging Daging
nya Sapi Sapi Sapi Sapi
Produksi Potong = | Potong = | Potong = Potong =
ternak 1.988,00 | 3.184, 08 | 2.084,15 | 65,45%;
(Daging) Ton; Ton; Ton; Daging
Daging Daging Daging Kerbau
Kerban = | Kerbau = [ Kerban = | =
135,02 140,02 186,50 133,20%
Ton; Ton; Ton; ; Unggas
Unggas = | Unggas = | Unggas = | =
7.136,17 | 8.624,7 7.278,89 | 84,40%
Ton Ton Ton
Meningkat | Populasi | Populasi | Populasi | Populasi
nya Sapi Sap1 Sapi Sapi
Populasi Potong = | Potong = | Potong = | Potong =
ternak 84 710 87.950 86.953 98,87% ;
(Saps ekor ;| ekor ;| ekor ; | Kerbau
Potong, Kerban = | Kerbau = | Kerbau = | =
Kerban 7.571 7.584 7.805 ekor | 102,91%
Meningk | dan ekor ekor ; Unggas | ; Unggas
amya Unggas) Unggas = | Unggas = | = =
Produksi 7.13870 { 8951171 | 7.281.482 | 81,35%
Pertanian 8 Ek Ek Ek
Persentase Capatan Sasaran Strategis 94 .36%

Sumber : Data Dinas Pertanian Provinsi Sulawest Barat, 2017.

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja Sasaran adalah 94,36%.

Jumlah Dana APBD yang digunakan untuk pencapaian sasaran sebanyak Rp

618.901.500 dan terealisasi sebanyak Rp 416.577.017 (67,31%). Sesuai dengan
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penetapan kinerja (PK) yang telah ditetapkan, terdapat 2 indikator yang

menjadialat ukur sasaran realisasi kinerja

Tabel 4

Realisasi Fistk dan Keuangan Program APBD yang Mendukung

Meningkatnya Populasi Ternak Tahun 2016

SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR
KINERJA

PROGRAM DAN
KEGIATAN

ANGGARAN

REALISASI

FISIK

KEUANGAN

Meningkatmya
Populasi
Temak

Meningkatn
ya Produksi
Temak

{Daging)

Program
peningkatan
produksi
peternakan

hasil

618.901.500

Pembangunan
sarana

1 prasarana
pembibitan
ternak

dan

52.551.500

99

99,42

Pembibitan
2 dan perawatan
ternak

97.650.000

100

9995

Pendistribusia
n Bibit Temnak
kepada
Masyarakat

17.575.000

100

100,00

Penyuluhan
Pengelolaan
Bibit Temak
4 yang
didistribusikan
kepada
masyarakat

Penanganan
Pangan  Asal
Hewan Yang
Aman  Sehat
Utuh dan
Halal

19.675.000

100

100,00
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Meningkatn
ya Populasi
Temak

(Sapi
Potong,
Kerbau dan
Unggas

Pengembanga
n  Budidaya
Ternak

10.075 000

100

43875 pof

100,00

Kegiatan
Pengembanga
n Integrasi
Ternak -
Tanaman
Pangan

10.075.000

100,00

Fasilitas: Balat
inseminasi
Buatan (BBI)

411.300.000 | 51

50,89

Sumber: Data Dinas Pertanian Provinst Sulawesi Barat, 2017.

Kemudian untuk mengetahui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, pada tahun 2016, dapat dilihat secara

detail pada tabel dibawah ini:

Tabel 5

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian
Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2016
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NO SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA
STRATEGIS KINERJA UTAMA | TAHUN 2016
1 2 3 4
1 Meningkatnya Terpenuhinya  jasa | 15 Kegiatan
Kualitas Pelayanan perkantoran
Administrasi
Perkantoran
2 Meningkatnya Terlaksananya 17 Unit pembangunan
kualitas Sarana dan pekerjaan  lanjutan, | gedung kantor
Prasarana Aparatur rehabilitasi,
pembangunan sarana
danprasarana Kantor | ]
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2 Tersedianya Peralatan | 14 Jenis peralatan kantor,
dan perlengkapan | 60 Umit kendaraan roda
gedung kantor {alat- | 2, 5 Unit kendaraan roda
alat kantor, | 5, 73 Unit meja kantor, ]
kendaraan, meubeler, | paket 7 Unit komputer,
komputer) 44 laptop

3 Terlaksananya 2 Jenis
pemeliharaan
peralatan kantor dan
kendaraan dinas/
operasional

Meningkatnya ! Terlaksananya 9 Orang
Kapasitas Sumber pendidikan dan
Daya Manusia pelatthan formal
Aparatur
Meningkatnya Tersusunnya laporan | 1 laporan
Sistem  Pelaporan l capaian kinerja dan
Capaian Kinera ikhtisar realisasi
dan Keuangan kinerja SKPD
Terlaksananya 2 Dokumen

5 workshop
perencanaan dan
pelaporan
Tersusunnya laporan | 1 dokumen

3  statistik pertanian dan
peternakan

Meningkatnya 1 Tersedianya  benih { 24.000 Kg

Kesejahteraan dasar padi

Petani 2 Meningkatnya 831,27 Ton
Produksi Manggis

3 Meningkatnya Nilai | 102.25
Tukar Petani (NTP)

Meningkatnya 1  Meningkatnya Surplus Beras 110 Ribu
Ketahanan Pangan Surplus Bahan | Ton
pertanian/ Pangan (Beras)
perkebunan
Meningkatnya 2 Meningkatoya jumlah | 2000 kasus
kualitas pelayanan penanganan penyakit
kesehatan hewan hewan menular
strategis dan zoonosis
ternak
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8 Meningkatnya
produksi
Peternakan

Hasil

Meningkatnya
Produksi
(Daging)

ternak

Daging Sapi Potong =
3.184, 08 Ton; Daging
Kerbau = 140,02 Ton;
Unggas = 8.624,7 Ton

Meningkatnya
Populasi ternak (Sapt
Potong, Kerbau dan
Unggas)

Populasi Sapi Potong =
87.950 ekor ; Kerbau
7.584 ekor ; Unggas =
8.951.171 Ekor

i

9 Meningkatnya
Produksi Pertanian

Meningkatnya 123.051 Ton
Produksi Jagung
Meningkatnya 3.575 Ton

Produksi Kedelai

Sumber: Data Dinas Pertanian Provinsi Sulawest Barat, 2017

2. Struktur Organisasi

Adapun strukmur organisasi pada Dinas Pertaman Provinsi Sulawesi

Barat yang termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor

45 Tahun 2016 tentang Organmisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi

Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

[~5)

Kepala Dinas;

b. Sekretariat Dinas Terdiri dari Sub bagian Umum dan Kepegawaian, Sub

bagian keuangan, dan Sub bagian program dan pelaporan.

¢. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dariSeksi Lahan dan Investasi,Seksi

Pengelolaan Air Irigast Pertanian dan Seksi Pupuk, Pestisida, Alsin dan

Pembiayaan.

d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari Seksi Perbenihan

dan Perlindungan, Seksi Produksi, dan Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

¢. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari Seksi Perbibitan,

Produksi dan Pakan: Sekst Kesehatan Hewan: dan Seksi Kesmavet,

Pengolahan dan Pemasaran.
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f. Bidang Penyuluhan Terdin dari Seksi Kelembagaan, Seksi Ketenagaan,
dan Seksi Metode dan Informasi.

g. Bidang Produksi Perkebunan Terdii dari Seksi Tanaman Perkebunan,
Seksi Penanganan Pasca Panen dan Pembinaan Usaha, dan Seksi
Pengolahan dan Pemasaran Hasil.

h. Bidang Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan Terdin dari Seksi
Perbenihan, Seksi Pengendalian Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT),
dan Seksi Gangguan Usaha, Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan
Kebakaran.

Salah satu aspek yang penting dalam organisasi publik termasuk
organisasi Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat adalah sumber daya
manusia atau aparatur. Pentinguya sumber daya manusia atau aparatur dalam
suatu organisasi karena manusia merupakan subjek dan penggerak dalam
menjalankan aktivitas organisasi.

Secara kuantitatif jumlah pegawai Dinas Pertanian Sulawesi Barat
masih relatif kurang terutama Pegawai Negeri Sipil (PNS) jika dibandingkan
kebutuhan dan volume pekerjaan yang besar, dimana Dinas Pertanian
Sulawesi Barat merupakan instansi yang gemuk karena memiliki 4 (Empat)
urusan yaitu Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Bakorluh. Untuk lebih
Jelasnya keadaan Pegawai Negeri Sipitl (PNS) pada Pertanian Sulawesi Barat

dapat disajikan dalam tabel berikut:
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Tabel 6
Jumlah Pegawai dan Non Pegawai pada DinasPertanian
Sulawes) Barat,Tahun 2016

No Jenis Kepegawaian Jumlah Pegawai (Orang)
i PNS 275
2 | Honorer/PTT/Sukarela 203

1 Jumlah 478

Sumber: D"ata Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, 2017

Tabel diatas menjelaskan bahwa jumlah tenaga PNS sebanyak.275 orang,
lebih banyak dibandingkan jumlah tenaga PTT dan Sukarela sebesar 203 Orang
1. Tingkat Pendidikan

Tabel 7
Tingkat Pendidikan Personil pada Dinas Pertanian Provinsi
Sulawesi Barat tahun 2016

No Jenis Pendidikan PNS (Orang) %

! S2 34 12,36

2 S1 141 51,27

3 D3 7 2,54

4 SLTA 93 38,81
Jumiah 275 100

Sumber: Data Dinas Pertanian, Provins: Sulawesi Barat 2017

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk tingkat pendidikan aparatur
PNS masih didominasi pendidikan St yaitu 141 orang, S2 sebanyak 34 orang
sedangkan pendidikan D3 jumlahnya paling sedikit yaitu 7 orang, dan pendidikan

SLTA sebanyak 93 orang.
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2. Tingkat Jabatar/Eselon
Untuk tingkat Jabatan/Eselon aparatur PNS pada Dinas Pertanian Provinsi
Sulawesi Barat, digambarkan pada tabel dibawah ini:
Tabel 8

Tingkat Jabatar/Eselon Aparatur PNS Pada Dinas Pertanian
Provingi Sulawesi Barat tahun 2016

No Eselon Jumlah
I Eselon 11 1
2 Eselon 111 17
3 Eselon IV 50
Jumlah 68

Sumber: Data Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, 2017
Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa tingkat Jabatan/Eselon aparatur PNS
Eselon 1i, IIT dan Eselon IV yaitu sebanyak 68 orang.

B. Hasil Penelitian Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Hibah
Peternakan pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat,

Implementasi Kebijakan penerima bantuan hibah Peternakan pada Dinas
Pertanian Provinsi Sulawest Barat, merupakan kewenangan yang diberitkan untuk
mendukung pelaksanaan program Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yaitu
pemberian bantuan hibah dan bansos kepada masyarakat khususnya kepada
kelompok peternak. Kewenangan tersebut merupakan amanah dari Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negen Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD. Kemudian dijabarkan kembali

dalam Peraturan Gubemur Sulawesi Barat Nomor 28 Tahun 2013 Tentang
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Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 29 Tahun 2012
dan dijabarka kembali pada Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun
2017 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan
Bantuan Sosial. Hal ini telah dibahas pada Bab I sebelumnya.

Demikian mengacu kepada aturan tersebut diatas, maka dapat dijelaskan
bahwa kewenangan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat dalam pelaksanaan
program bantuan hbah dan bansos, hanya terbatas pada pelaksanaan Identifikasi
kelompok Calon Penerima/ Calon Lokasi (CPCL), evaluasi dan verifikasi sampai
dengan merekomendasikan layak atau tidak layak calon penerima bantuan hibah
untuk mendapatkan bantuan hibah, namun untuk keputusan final tentang
pemberian hibah tersebut kewenangannya berada pada pimpinan daerah yaitu
Gubernur. Dengan demikian hasil penelitian penulis terhadap pelaksanaan
kebijakan pemberian bantuan hibah di Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat,
ditmjau dari beberapa aspek, sebagai berikut:

1. Aspek Komunikasi

Implementas: kebijakan pemberian bantuan hibah peternakan khususnya
dilihat dari aspek komunikasi, salah satu persyaratan utama bagi implementasi
kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan-
keputusan harus mengetahut apa yang mereka lakukan. Tentu saja komunikasi
harus akurat dan harus dimengerti dan dicermati. Pada implementasi kebyakan
pemberian banman hibah pada aspek evaluasi/verifikasi yang dilaksanakan di

Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat diharapkan sudah terlaksana komunikasi
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vang efektif sehingga dalam penerapan kebijakan ini dapat berjalan secam
optimal. Pelaksanaan komunikasi pada implementasi kebijakan tersebut,meliputi
3 (tiga) vanabel yaitu pelaksanaan transmisi komunikasi, penerapan kejelasan
komunikasi dan konsistensi perintah, sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Transmisi.

Salah satu strategi dalam melaksanakan suatu kebijakan yaitu dengan
mentransmisikan perintah-penntah secara efektif. Begitu juga dalam
mengimplementasikan kebijakan pemberian bantuan hibah pada aspek
evaluasi/verifikasi di Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat harus dilakukan
secara efektif, baik berupa keselarasan perintah antara para pelaksana dengan
perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan, juga penerapan atau
penyampaian informasi melalui urutan atau hierarki/berjenjang serta persepsi
yang sesuai dan besarmya keingintahuan para pelaksana untuk mengetahui hal-
hal yang mendukung pelaksanaan kebijakan ini. Pelaksanaan indikator
tersebut dapat dilihat dari ulasan dan wawancara penulis kepada beberapa
orang informan yang terlibat didalam implementasi kebijakan tersebut,
sebagai berikut:Wawancara kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi
Barat, yaitu Bapak Ir. H Hamzah S, MM yang berlangsung hari Selasa tanggai
07 Desember 2017 mengatakan bahwa,

Keberadaan pelaksanaan evalvasi/verifikasi calon penerima hibah dikantor ini
sudah berjalan dari tahun 2012 yang lalu. Dimana sebagian anggota tim
pelaksana sudah memiliki pengalaman, jadi menurut saya perintah-perintah
yang dikeluarkan dalam pelaksanaan evaluasi/verifikasi calon penerima hibah
di Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat oleh penentu kebijakan kepada

para pelaksanasudah berjalan dengan baik atau sudah terjadi keselarasan
antara para pelaksana. Tentunya dengan pelaksanaan pertemuan dan rapat yang
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dilakukan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan keselarasan
dimaksud.

Mencermati hasil wawancara di atas terutama tentang pelaksanaan

evaluasi/verifikasi calon penerima hibah. Senada dengan pendapat Bapak Bau
Akram, selaku Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi, melalui
wawancara yang berlangsung hari Jumat tanggal 11 Desember 2017
mengatakan bahwa,
Secara umum pelaksana dalam hal ini Tim evaluasi/verifikast calon penerima
bantuan hibah yang melaksanakan perintab/kebijakan dan pengambil
kebjakan sudah berusaha untuk memahami perintah dimaksud, maka untuk
mewujudkan keselarasan sudah beralan dengan baik, upaya untuk
menyelaraskan pendapat tidak hanya dilakukan pada rapat dan pertemuan saja,
melainkan sering kita lakukan juga cerita-cerita atau diskusi lepas dengan
teman-teman anggota Tim.

Demikian pula halnya dengan pendapat Kepala Bidang Petemakan dan

Kesehatan Hewan Dinas, yaitu Bapak Drh. Agus Rauf melalui wawancara
yang berlangsung pada hari Senin tanggal 14 Desember 2017 mengatakan
bahwa:
Dalam pelaksanaan Identifikasi Calon Penerima bantuan
/CPCL evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan telah sesuai prosedur
tahapan (Protap) yang berlaku, dan terkait dengan penentu kebijakan telah
menyampaikan perintah dengan baik melalui beberapa kah rapat maupun
pertemuan, schingga para pelaksana kebijakan sudah dapat memahami dengan
baik dan juga sudah terbangun keselarasan.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bapak Abd Rasyid selaku
plh Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi teroak pada Dinas Pertanian
Provinsi Sulawesi, melalui wawancara yang berlangsung hari Rabu tanggal 22

Desember 2017, pendapatnya sebagai berikut:

Begini ya, umumnya para pelaksana kebijakan bantuan hihah pada
pelaksanaan Identifikasi kelompok, evaluasi/verifikast penerima  bantuan
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hibah peternakan ini, saya melihatnya sudah memiliki pemahaman yang cukup
baik, selaras dengan pandangan dan pendapat dari penentu kebijakan.Apa
yang dilaksanakan oleh Tim evaluasi/verifikasi sudah selaras dengan apa yang
diarahkan oleh penentu kebijakan.

Berdasrkan hasil wawancara beberapa informan menggambarkan
bahwa keselarasan pendapat antara para pelaksana kebijakan dengan perintah
yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan sudah berjalan baik, karena
sebagian para pelaksana sudah memiliki pengalaman melaksanakan
Identifikasi kelompok CPCL, evaluasi/verifikasi, juga telah dilakukan
pertemuan/rapat Tim evaluasi/verifikasi, juga terkadang dengan melakukan
diskusi-diskusi antara para anggota Tim untuk menyamakan pendapat dan
pemahaman tentang tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Begitu juga dengan hasil pengamatan penulis, melihat bahwa sudah
ada keselarasan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang
dikelvarkan oleh pengambil kebijakan pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi
calon penerima hibah pada Dinas Pertaman Provinsi Sulawesi Barat, dimana
upaya untuk menyelaraskan pendapat antara lain yang diamati adalah
pertemuan dan rapat sering dilakukan oleh Tim evaluasi/verifikasi, pimpinan
terkadang berinisiatif turun langsung kebawahan untuk memberikan arahan
dan penjelasan, dan terkadang juga terjadi diskusi-diskusi kecil antara para
pelaksana kebijakan. |

Adapun salah satu kegiatan yang dilakukan untuk menyelaraskan
pendapat antara para pelaksana kebijakan dengan perintah yang dikeluarkan

oleh pengambil kebijakan yaitu melalui rapat dan pertemuan.Selanjutnya

mengenai informasi yang dikeluarkan atau yang disampaikan melalui urutan
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atau hierarki tentang implementasi kebijakan pemberian bantuan hibah pada
aspek evaluasi/verifikasi di Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat dapat
dilihat dari hasil wawancara sebagat berikut:

Hasil wawancara kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi

Barat, yaitu Bapak Ir. H. Hamzah S, MM yang berlangsung hani Kamis
tanggal 07 Desember 2017 mengatakan bahwa:
Saya kira pengambil kebijakan telah melakukan penyampaian informasi
secara berjenjang atau hierarki sesuai struktur organisasi kantor, tentunya
informas: dari atasan tidak langsung turun kebawah (staf) melainkan ke
Kepala Bidang kemudian mrun ke Kepala Seksi dan ke Staf, Sistem i sudah
baik dan efektif yang dilakukan pada pelaksanaan evaluasi/venfikasi
penerima bantan hibah, karena melalui penyampaian informasi secara
hierarki membenkan waktu dan mang yang cukup untmk melakukan
penjelasan informasi.

Sejalan dengan pendapat Bapak Bau Akram selaku Sekretaris Dinas

Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, melalui wawancara yang berlangsung han
Senin tanggal 11 Desember 2017 mengatakan bahwa ;
Informasi yang disampaikan melalui urutan hierarki sudah berjalan
sebagaimana mestinya, dimana perintah yang dikeluarkan sesuai dengan tugas
dan fungsi masing-masing, cara ini memberikan efek yang baik dalam
pelaksanaan evaluasi/verifikasi pada kebijakan pembertan bantuan hibah.

Senada juga dengan pendapat Bapak Drh. Agus Rauf, MM Selaku
Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Provinsi
Sulawesi Barat melalui wawancara yang berlangsung hari Kamis tanggal 14
Desember 2017berpendapat bahwa,

Menurut saya aliran informasi dari pengambil kebijakan ke pelaksana
kebijakan dalam hal ini Tim evaluasi/verifikasi itu sudah berjalan secara
berjenjang atan hierarki, jadi informasi berbentuk apapun apakah 1tu intruksi

atau pengarshan-pengarahan dari pengambil kebijakan secara hierarki sampai
ke para pelaksana kebijakan, dan itu sudah baik dilakukan seperti it
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Kemudian pendapat yang sama disampaikan Bapak Abd Rasyid

Selaku Plh Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi Bidang Peternakan Dinas
Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, yang diwawancarai hari Jumat tanggal 22
Desember 2017 mengatakan bahwa:
Informasi atau penyampaian pelaksanaan evaluasi/verifikasi calon penerima
hibah harus berjenjang atau hierarki agar jelas siapayang melaksanakan dan
siapa yang bertanggung jawab dan seterusnya.Tentunya informasi yang
dilakukan melahn hierarki/berjenjang sudah cukup baik dan informasi tersebut
sampai dengan jelas ke para pelaksana kebijakan.

Hasil wawancara kepada beberapa informan menggambarkan bahwa
penyampaian informasi yang dikeluarkan melalui urutan hierarki/berjenjang
pada implementas: kebijakan pemberian bantuan hibah Petermakan pada aspek
evaluagi/verifikasi calon penerima bantuan hibah sudah berjalan baik.Dan
sistem ini membenkan dampak yang efektif dalam menyalurkan informasi
secara lengkap ke para pelaksana kebijakan.Sehingga semakin jelas bidang
yang melaksanakan dan bertanggung jawab.

Adapun hasil pengamatan penulis melihat bahwa komunikasi dan
pimpinan dalam memberikan informasi kepada bawahan sudah cukup efektif
dengan melalui hierarki yang jelas, sehingga bawahan atau para pelaksana
kebijakan dapat memahami petunjuk yang diberikan. Pengamatan dilapangan
menunjukkan adanya kecenderungan bawahan agak segan
bertanya/berpendapat ketika berhadapan dengan pimpinan kantor. Untuk ity

dengan penyaluran informasi secara hierarki/berjenjang sudah tepat karena

memberi ruang dan kesempatan kepada bawahan untuk melakukan
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komunikasi dengan atasan langsungnya, dimana kecenderungan bawahan
lebih cair berkomunikasi dengan atasan langsungnya.

Demikian juga dengan data dokumentasi yang diperoleh, bahwa dari
penerapan penyaluran komunikasi melalui urutan/hierarki, maka telah
dibentuk Tim kecil yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melaksanakan
evaluasi/verifikasi diwilayah tertentu (Kabupaten), sebagai gambaran Tim
dimaksud seperti dilthat dibawah ini;

Tabel 9
Tim Pelaksana Identifikasi Kelompok (CPCL), Evaluasi/Verifikasi
Bantuan Hibah Dinas Pertanian Sulawesi Barat Tahun 2016

No. Nama Jabatan sunan Tim
1 Bau Akram Dai, MM Sekretaris Dinas | Koordinator
2 Drh Agus Rauf, MM Kabid Kema

3 Rosmuna Maruf, SPt Kasi Sekretaris

4 Mubh. Tatyeb, SPt Staf Anggota

5 Munawir Syadsali, SPt Staf Anggota

Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, 2017

Berikutnya mengenai persepsi atau keingintahuan para pelaksana
untuk mengetahui persyaratan-persyaratan pada implementasi kebijakan
pemberian bantuan hibah peternakan pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi
calon penerima hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat dapat
dilihat dari hasil wawancara dan pengamatan penulis sebagai benkut:

Menurut keterangan Kepala Dinas Pertaman Provinst Sulawesi Barat,
yaitu Bapak Ir. H. Hamzah S, MM yang berlangsung hani Karis tanggal 07

Desember 2017 berpendapat bahwa:
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Para pelaksana kebijakan dalam hal ini Tim Evaluasi/Verifikasi telah berupaya
dengan baik memahami tentang persyaratan-persyaratan implementasi
kebijakan tersebut, hal ini disadari tentang pentingnya tahapan pelaksanaan
evaluasi/verifikasi ini dalam menentukan layak atau tidak layak yang akan
menjadi bahan rekomendasi calon penerima hibah ke Pimpinan Daerah
melalui ketua TAPD. Kemudian juga kekhawatiran tanggung jawab dan resiko
yang dipikul oleh para pelaksana kebijakan ketika salah merekomendasikan
calon penerima hibah, karena bisa menjadi temuan pihak pemeriksa.

Senada dengan pendapat Bapak Bau Akram Dai Selaku Sekretaris
Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat melalui wawancara hari senin tanggal
11 Desember 2017 menyatakan bahwa,
Seperti ini kondisinya, keingintahuan para pelaksana verifikasi calon penerima
bantuan hibah cukup besar, ini ditunjukkan dalam tumbuhnya inovasi,
pertanyaan, bahkan pernyataan dalam penerapan peraturan yang telah ada
sehingga pelaksanaan verifikasi calon penerima hibah berjalan baik dan tidak
menimbulkan masalah.

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Bapak Muliadi, SP, MM selaku
Kasubag Program dan Pelaporan Dinas Pertaman Provinst Sulawesi Barat,
melalul wawancara yang berlangsung hari Senin tanggal 18 Desember 2017

berpendapat bahwa;

Keingintahuan atau persepsi para pelaksana kebijakan tentang persyaratan-
persyaratan implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik.

Pendapat yang agak berbeda oleh Bapak Muhammad Tayeb , S.Pi,
MM selaku Staff pada bidang Peternakan dan Keschatan Hewan Dinas
Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, melalui wawancara yang berlangsung hari
senin tanggal 18 Desember 201 mengatakan bahwa,
Begini, saya melihatnya seperti ini, jadi kadang-kadang pelaksana kebijakan
dalam hal m1 pelaksana evaluasi/verifikasi dilapangan terlihat ada perbedaan
persepsi dan sedikit ada perbedaan pandangan dalam mengimplementasikan

evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah 1tu. Jadi antara para
pelaksana tidak sama persis caranya memandang.
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Hasil wawancara kepada beberapa informan menggambarkan bahwa
persepsi atau keingintahuan para pelaksana untuk mengetahui persyaratan-
persyaratan pada implementasi kebijakan pemberian bantuan hibah Peternakan
pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat sudah berjalan baikwalaupun
ada terjadi sebagian para pelaksana yang tidak sama persis cara
memandangnya dan itu kadang terjadi. Hal mi disadar oleh para pelaksana
kebijakan int tentang urgennya tahapan pelaksanaan evaluasi/venifikasi karena
menjadi bahan rekomendasi layak atau tidak layak bagi calon penerima
bantuan hibah.Begitu juga dengan resiko yang dipikul oleh para pelaksana
kebijakan ketika salah dalam melaksanakan verifikasi.

Adapun hasil pengamatan penulis melihat bahwa para pelaksana atau
bawahan dalam upaya mengetahui persyaratan-persyaratan suatu kebijakan
sudah cukup baik karena pemahaman tentang pentingnya tahapan
evaluasi/verifikasi ini dan besarnya tanggung jawab dan resiko yang diemban
oleh para pelaksana. Ada kekhawatiran dari para pelaksana evaluasi/verifikasi
ini ketika salah dalam melaksanakan evaluasi/venfikasi, karena seperti yang
telah disinggung di latar belakang pada Bab I, dimana sudah beberapa kasus
hukum yang terjadi didaerah lain mengenai pelaksanaan program bantuan
hibah dan bansos.

Upaya yang dilakukan untuk menyamakan persepsi atau keingintahuan |
para pelaksana kebijakan tersebut, khususnya pada pelaksanaan
evaluasi/verifikasi hantuan hibah peternakan dilakukan melaln pertemuan-

pertemuan yang dilaksanakan dikantor,
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Jadi dan hasil wawancara tersebut diatas dan hasil observasi penulis
serta dokumentasi yang ada, dapat dijelaskan bahwa hampir sermua informan
yang berhubungan dengan variable transmisi pada implementasi kebijakan
pembenan bantuan hibah Petemakan pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi
Barat sudah diterapkan dengan baik, dimana sudah terjadi keselarasan
pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh
pengambil kebijakan, informasi yang dikeluarkan atau yang disamnpaikan
melalui urutan/perjenjangan atau hierarki birokrasi sudah berjalan efektif, dan
culéup bes,;u keingintahuan bara pelaksana untuk mengetahui dan memahami
persyaratan-persyaratan suatu kebijakan pemberian bantuan hibah Peternakan
terutama pada tahapan evaluasi/verifikasi calon penenima bantuan hibah.

2. Kejelasan

Dibutuhkan adanya kejelasan yang diterima oleh para pelaksana
kebijakan dan pengambil kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam
pelaksanaan kebijakan Kaitannya dengan pendapat George C. Edwads I1I pada
Bab Ilbahwa faktor komunikasi menckankan pentingnya komunikasi di
bangun agar para pihak memahami isi kebijakan yang akan dilaksanakan.
Komunikasi yang dimaksudkan dapat berbentuk sosialisasi, diseminasi,
penjelasan dan arahan yang disampaikan kepada penerima informast. Dalam
hal komunikasi, yang harus diperhatikan adalah kejelasan informasi,
konsistensi informasi, ketepatan waktu informasi yang disampaikan agar
penerima informasi tidak salah informasi (miss Infomation), ketidakjelasan

pesan komunikasi {misscommunication) yang disampaikan akan mendorong
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terjadinya interpretasi yang salah, bahkan mungkin bertentangan dengan
makna pesan awal.Oleh karena itu untuk mengetahui hal tersebut pada
implementasi kebijakan pemberian bantuan hibah peternakan pada Dinas
Pertanian Provinst Sulawesi Barat, berikut ini wawancara penulis kepada
beberapa orang informan yang terlibat didalam implementasikebijakan
tersebut, sebagai berikut:

Hasil wawancara kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan

Hewan Dinas Peranian Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Bapak Drh. Agus Rauf,
MM yang berlangsung hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 berpendapat
bahwa:
Begini, mengenai kejelasan komunikasi pada implementasi kebijakan i,
Pelaksanaan Identifikasi Kelompok (CPCL), evaluasi/verifikasi penerima
bantuan hibah sudah dilakukan dengan baik, tapi masih perlu ditingkatkan
melalui cara pembekalan secara intens kepada Tim verifikasi sebelum turun
kelapangan,

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bapak Ir Basrullah selaku

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat,
melalui wawancara yang berlangsung hari Jumat tanggal 14 Desember 2017
menyatakan bahwa:
Penerapan penyampaian informasi melalui komunikasi yang efektif
dilaksanakan melalui rapat-rapat secara berkala, baik sebelum melaksanakan
verifikasi maupun setelah pelaksanaan verifikasi calon penerima bantuan
hibah, sehingga kejelasan komunikasi kebijakan pemberian bantuan hibah
pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi calon penerima hibah sudah terbangun
dengan baik.

Demikian juga pendapat yang sama oleh Bapak Abd Rasyid selaku Plh

Kepala seksi Perbibitan dan produksi Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi
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Barat, melalui wawancara yang berlangsung hari Rabu tanggal 22 Desember
2017 mengatakan bahwa:

Menurut saya pengkomunikasian atau penyampaian pesan-pesan komunikasi
dalam pelaksanaan kebijakan tersebut yang disampaikan oleh pengambil
kebijakan itu, saya kira sudah diterima dengan cukup jelas oleh pelaksana
kebijakan, artinya pesan komunikasi sudah ditransmisikan dengan cukup jelas,
dimana sudah bisa diterima dan dimengerti oleh para pelaksana.

Menurut hasil wawancara kepada beberapa informan dapat dijelaskan
bahwa kejelasan komunikasi yang ditenma oleh para pelaksana kebyakan
pada implementasi kebijakan pemberian bantuan hibah peternakan pada
DinasPertanian Provinsi Sulawesi Barat sudah berjalan baik.Tidak sampai
tegadi mis comunication yang hebat sebelum turin kelapangan untuk
melaksanakan Identifikasi kelompok, evaluasi/verifikasi. Upaya untuk
mengantisipasi hal tersebut juga sudah dilakukan melahui pembekalan atau
rapat Tim Evaluasi/Verifikasi sebelum turun kelapangan.

Adapun hasil pengamatan penulis melihat bahwa ketika dalam
menyajikan informasi tidak jelas kepada pelaksana tentang hal-hal yang
berkaitan dengan kebijakan, maka akan dapat menimbulkan desas-desus palsu,
kesalahpahaman dan kecaman. Juga dapat menimbulkan pemikiran atau
asumsi dari para pelaksana yang kadang bila dicampuri pihak ketiga akan
menjadi suatu informasi yang tidak tepat atau salah. Kemudian dalam
kejelasan komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan tersebut

sudah berjalan dengan cukup baik, dimana upaya yang dilakukan seperti

brifing sebelum turun lapangan dan komunikasi yang dilakukan juga melalui
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bantuan edaran yang ditempel dipapan informasi.Tentunya disana sini masth
ada sedikit kekurangan yang perlu diperbaiki.

Dalam penyampaian informasi secara jelas kepada para calon
penerima bantuan hibah Peternakan yaitu kepada kelompok petemak telah
dilakukan  kegiatan  sosialisasi  tentang pengelolaan  hibah  dan
bansos.Selanjutnya mengenai penerapan fleksibilitas komunikasidalam
mengimplementasikan kebijakan pemberian bantuan hibah Peternakan pada
Dinas DinasPertanian Provinsi Sulawesi Barat, dapat dilihat dari hasil
wawancara dan pengamatan penulis sebagai benkut;

Hasil wawancara kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi

Barat, yaitu Bapak Ir. Hamzah S, MM yang berlangsung hari Kamis tanggal
07 Desember 2017 mengatakan babwa,
Seperti ini yang terjadi, Pelaksanaan evalvasi/verifikasi calon penerima hibah
dikantor kami, dimana komunikasi yang dibangun tersebut memang
memberikan ruang kepada para pihak untuk menyampaikan pendapat atau
informasi, sehingga terjadi fleksibilitas dalam pelaksanaan kebijakan tersebut,
namun tetap pada koridor tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Sejalan dengan pendapat Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas
Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Bapak Ir. Basrullah melalu
wawancara berlangsung hari Senin tanggal 14 Desember 2017 mengatakan
bahwa:

Sesungguhnya fleksibilitas komunikast sangat penting diterapkan dalam
mengimplementasikan suatu kebijakan, selama tidak keluar dar ketentuan
sesuai aturan yang telah ada.Demikian juga dalam pelaksanaantahapan

evaluasi/verifikasi calon penerima hibah telah dilaksanakan hal tersebut
dengan baik.
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Pendapat yang nyaris sama cleh bapak Bau Akram selaku Sekretaris
Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, melalui wawancara yang
berlangsung hari Jumat tanggal 11 Desember 2017 mengatakan bahwa,

fleksibilitas komunikasi tetap ada sesuai dengan kebutuhan teknis, sepanjang
tidak melanggar regulasi yang telah ditetapkan.

Begitu juga pendapat yang sama oleh Bapak Muliadi, SP selaku

Kasubag Program dan Pelaporan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat,
melalui wawancara vang berlangsung hari Rabu tanggal 18 Desember 2017
mengatakan bahwa,
Jadi begini, berbicara tentang fleksibilitas komunikasi, kenyataan yang saya
lihat bahwa antara pelaksana evaluasi/verifikasi dengan pihak calon penerima
bantuan hibah itu terbangun komunikasi model 2 arah, apakah komunikasinya
di inisiasi oleh pelaksana verifikasi atau sebaliknya. Tetapi seringkali yang
terjadi adalah mereka saling berinteraksi secara 2 arah.Hal inilah merupakan
indikator fleksibilitas komunikasi.

Hasil wawancara kepada beberapa informan dapat digambarkan bahwa
fleksibilitas komunikasi dalam melaksanakan evaluasi/verifikasi calon
penerima bantuan hibah pada Dinas DinasPertanian Provinsi Sulawesi Barat
sudah berjalan baik dan memberikan dampak yang baik bagi pelaksanaan
kebijakan ini.Pelaksanaan komunikasi yang dilakukan tidak kaku juga tidak
monoton, melainkan selalu diusahakan dengan komunikasi model 2 arah
antara para pelaksana kebijakan dengan calon penerima bantwan hibah.Pada
intinya adalah tetap berada pada koridor tujuan dan sasaran yang ingin
dicapai.

Adapun hasil pengamatan penulis melihat bahwa fleksibilitas

komunikasi dalam melaksanakan kebijakan penerima bantuan hibah
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Peternakan di Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat memang sudah
diterapkan dengan baik. Adanya komunikasi 2 arah antara para pelaksana juga
aptara para pelaksana dengan calon penerima hibah. Hal ini memberikan efek
yang cukup efektif dalam mengoptimalkan tujuan dan sasaran dalam
pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan fleksibilitas komunikasi tersebut
memberikan manfaat antara lain mudah diketahui kendala dan masalah para
pelaksana kebijakan juga calon penerima bantuan hibah, sehingga dapat
dicarikan solusi penyelesalannya.

Dalam pelaksanaan venfikasi kelompok calon penenma bantuan
hibah, para pelaksana evaluasyverifikasi melakukan kunjungan kelokasi
kelompok ternak tersebut, untuk melakukan evaluasi/verifikasi secara teknis
(factual), dengan metode komunikasi 2 arah. Berdasarkan hasil wawancara
tersebut diatas dan hasil observasi penulis serta dokumentasi yang ada, dapat
dijelaskan bahwa hampir semua informan yang berpendapat tentang kejelasan
komunikasi pada implementasi kebijakan pemberian bantuan hibah
Peternakan DinasPertanian Provinst Sulawesi Barat menganggap bahwa
kejelasan komunikast yang diterima para pelaksana kebjjakan dengan yang
disampaikan oleh pengambil kebijjakan sudah berjalan baik, juga mengenai
fleksibilitas komunikasi dalam melaksanakan kebijakan tersebut sudah
diterapkan dengan baik, hanya saja fleksibilitas komunikasi akan sangat
tergantung kepada kemampuan komunikasi pengambil kebijakan dan para

pelaksana kebijakan.
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3. Konsistensi

Salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dapat
berjalan atau berlangsung efektif maka perintah-perintah pelaksanaan harus
konsisten dan jelas.Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah,
maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan. Jika terjadi
kebingungan bagi pelaksana dilapangan maka tujuan yang ingin dicapai pasti
tidak akan terwujud. Sehingga sangat dibutuhkan konsistensi dan kejelasan
dart pengambil kebijakan dan para pelaksana kebijakan Untuk mengetahui
sejauh mana konsistensi perintah dilapangan pada saat pelaksanaan
evaluasi/verifikasi calon penenma bantuan hibah Berikut ini ulasan dan
wawancara penuhs kepada beberapa orang informan yang terlibat didalam
implementasi kebijakan penerima bantuan hibah peternakan pada Dinas
Pertanian Provmsi Sulawesi Barat, sebagat berikut:

Menurut pendapat Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat,

yaitu Bapak Ir. H. Hamzah S, MM melalui wawancara yang berlangsung hari
Kamis tanggal 07 Desember 2017 mengatakan bahwa:
Saya pikir semua pihak atau para pelaksana kebijakan sudah berusaha dengan
baik untuk tetap konsisten dilapangan dalam pelaksanaan tahapan
evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah sesuai dengan perintah yang
telah ada, ini kan sudah jelas peran dan tugas masing-masing pihak.

Senada dengan pendapat Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi
Barat, yaitu Bapak Bau Akram , dengan wawancara yang berlangsung hari
Senin tanggal {1 Desember 2017 menjelaskan bahwa:

Sudah cukup konsisten perintah dilapangan pada saat pelaksanaan

evaluasi/verifikagi calon penerima hibah, karena semua keputusan yang
dikeluarkan lahir dan hasil rapat. Kemudian juga dalam melaksanakan
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kebijakan ini telah diformulasikan instrument-instrumen yang akan
dipedomani. Dan teman-teman Tim evaluasi/verifikasi dalam melakukan
verifikasi tidak keluar dari instrument-instrumen yang telah dibuat.

Menurut pendapat Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Bapak Drh. Agus Rauf, MM
melalui wawancara yang berlangsung hari Kamis tanggal 14 Desember 2017
menyampaikan pendapat yang sama tentang konsistensi yang sudah berjalan
baik, untuk lebih jelasnya pendapat beliau adalah sebagai berikut:
Pelaksanaan akan tetap konsisten dilapangan oleh karena implementasi
regulasi tentang hibah ditindaklanjuti dengan pembuatan formulir verifikasi
yang mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan mulai dap tingkat desa,
kecamatan sampai dengan tingkat kabupaten tentang objek yang akan
divenfikasi.

Begitu juga dengan pendapat Kepala Bidang Sarana dan Prasarana

Dinas Pertanian Provinsi Sulawest Barat, yaitu Bapak Ir. Basruliah melalui
wawancara yang berlangsung hari Senin tanggal 18 Desember
2017menjelaskan seperti ini.
Sejauh yang saya alami, sudah terdapat konsistensi antara instruksi dari
pengambil kebijakan dengan apa yang di implementasikan oleh para
pelaksana kebijakan secara herjenjang dilapangan. Contohnya dimana
instrument yang digunakan dalam verifikasi dilapangan sesuai dengan format
yang telah ada.Jadi pedoman-pedoman yang diinstniksikan, itu juga yang
digunakan dilapangan, hal tersebut inerupakan indikator konsistensi.

Hasil wawancara kepada heberapa informan dapat dijelaskan bahwa
konsistensi  perintah  dilapangan pada saat pelaksanaan  tahapan
evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah peternakan pada Dinas
Pertanian Provinsi Sulawesi Barat sudah berjalan baik Hal ini dilithat dari

indikator hahwa pedoman-pedoman yang telah diinstruksikan, itu juga yang

digunakan pada saat melakukan verfikasi dilapangan, baik pada saat
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venfikasi administrasi {proposal) maupun pada saat venfikasi factual (teknis)
di Lokasi Kelompok ternak calon penerima bantuan hibah.

Adapun hasil pengamatan penulis melithat bahwa konsistensi perintah
pelaksana dilapangan dalam pelaksanaan kebijakan venfikasi calon penerima
bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawes: Baratsudah berjalan
baik.Hal ni terlihat pada saat penulis melakukan pengamatan yaitu para
pelaksana menggunakan pedoman dan instrument evaluasi/verifikasi yang
telah ditetapkan baik pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi administrasi
maupun pada evaluasi/venfikasi secara teknis (factual).daripedoman dan
instrumen yang digunakan untuk pelaksanaan verifikasi sebagai berikut:

Dasar penyusunan dokumen dalam pelaksanaan verifikasi kebijakan
calon penerima bantuan hibah peternakan adalah mengacu pada peraturan
Gubernur Sulawesi Barat Nomor 28 Tahun 2013 yang telah dijabarkan
kembali pada peraturan Gubermur Sulawesi Barat No. 4 Tahun 2017, seperti
yang telah diuraikan pada Bab II sebelumnya. Jadi dalam melaksanakan
verifikasi calon peneriina hibah pelaksana kebijakan telah konsisten dalam
menerapkan persyaratan dan ketentuan yang telah ada, sehingga dapat
merckomendasikan layak atau tidak layak calon penerima hibah untuk
mendapatkan bantuan hibah.

Adapun persyaratan dan ketentuan dimaksud, antara lain :Belanja
hibah kepada kelompok wnasyarakat diberikan deungan persyaratan paling
sedikit: (a) Memiliki kepengurusan yang jelas (b) Penerima belanja hibah

berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintahan daerah. (c) Memiliki
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sekretariat dan/ atau alamat tetap dan jelas. (d) Mempertimbangkan kinerja

pengelolaan belanja hibah sebelumnya, akumulasi belanja hibah yang pernah

diterima dary atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.

Untuk belanja hibah bagi organisasi kemasyarakatan, memiliki
persyaratan yang harus dipenuhi oleh organisasi paling sedikit: {a} Memiliki
kepengurusan yang jelas. (b) Telah terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota
setemnpat, paling kurang tiga tahun, kecuali ditentukan lain berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan. (¢) Berkedudukan dalam wilayah
administrasi Pemerintahan Daerah. {d) Memiliki sekretariat dan/atau alamat
tetap dan jelas.(e) Mempertimbangkan kinerja pengelolaan belanja hibah
sebelumnya, akumulasi belanja hibah yang pernah diterima dan/ atau kegiatan
sejenis yang telah dilaksanakan.

Kemudian ketentuan pengajuan bagi calon penerima hibah yang
termuat dalam Peraturan Gubernur tersebut, sebagai berikut:

a. Permohonan tertulis yang ditujukan kepada Gubernur yang dibubuhi tanda
tangan dan cap oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain bagi
masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, paling sedikit dilengkapi
dokumen:

1) Proposal, yang paling sedikit memuat: (1) latar belakang; (2) maksud
dan tujuan; (3) rincian rencana kegiatan, dan (4) jadwal kegiatan dan
rencana penggunaan belanja hibab.

2) Surat keterangan tanggung jawab; dan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



4358.pdf

3) Surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping, apabila
diperlukan.

a) Dalam hal permohonan diajukan oleh organisasi kemasyarakatan,
selain dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada point (1},
wajlb melampirkan persyaratan administrasi.

b) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada point (2),
meliputi:

(1) Surat pernyataan tanggung jawab;

(2) Surat keterangan domisili lembaga dan Desa/Kelurahan
setempat;

(3) Sahnan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku
atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan

{4) Salinan rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga

dan/atau pengurus belanja hibah

Dengan ketentuan diatas, maka Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi
Barat, menyusun instrument pelaksanaan vertfikasi factual bagi calon
penerima bantuan hibah, dimana point-point penting dan instrument tersebut,
yaitu memeriksa biodata kelompok, legalitas kelompok, rekomendasi dan
pemerintah setempat dan keterangan lainnya yang mendukung. Juga untuk
menjadi pembuktian bahwa Tim telah inelakukan evaluasi/verifikast
dilapangan dibuatkan juga berita acara peninjauan lapangan, yang pada intinya
menjelaskan hari, tanggal, bulan dan tabun berapa dilaksanakan venfikasi,

obyek atau kelompok yang divenfikast dan diketahui oleh pemerintah
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inkonsistensi dilapangan akan berakibat terhadap para pelaksana kebyjakan itu
sendiri, karena i1tu adalah tanggungjawab secara teknis.

Demikian juga pendapat Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan

Hewan Dinas Pertanian Provinsi Sulawes: Barat, Bapak Drh. Agus Rauf, MM
melalui wawancarayang berlangsung pada hari Jumat tanggal 14 Desember
2017 mengatakan bahwa:
Apabila terjadi inkonsistensi perintah pada pelaksanaan kebijakan dilapangan,
harus dicani tahu penyebabnya. Kemudian harus dilakukan evaluasi
pelaksanaan dan diarahkan kembali berpedoman pada instruksi yang telah ada,
sehingpa tetap berada pada koridor tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.
Karena kalau ini tetap dibiarkan akibatnya akan fatal, dmana rekomendasi
yang akan disusun untuk menentukan layak atau tidak layak mendapatkan
calon penerima hibah tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang
telah diatur dalam regulasi.

Hasil wawancara kepada beberapa informan dapat dijelaskan bahwa
jika terjadi inkonsistensi perintah pelaksanaan dilapangan pada venfikasi
calon penmenima bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi
Baratakan segera dihentikan untuk dilakukan evaluasi dan dibahas pada mpat
Tim evaluasi/verifikasi untuk mendapatkan solusi, karena jika im dibiarkan
akan berakibat fatal dalam merekomendasikan calon penerima hibah vang
tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan regulasi yang ada. Hal lainjuga
bisa ditempuh dengan mempersiapkan langkah-langkah antisipatif ketika
terjadi inkonsistensi perintah dilapangan, seperti misalnya mempersiapkan
instrument altemative atan menyederhanakan format yang ada Namun {angkah
ini harus tidak keluar dari substansi pelaksanaan verifikast.

Adapun hasil pengamatan penulis melihat bahwa jika terjadi

inkonsistensi pelaksanaan kebijakan dilapangan, Tim segera melakukan rapat.
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Lalu kemudian Tim verifikasi segera melakukan tindak lanjut perbaikan. Hal
ini kadang tejadi ketika persyaratan yang diburuhkan oleh calon penerima
hibah sulit didapatkan, misalnya rekomendasi dari Dinas terkait di Pemerintah
Kabupaten yang tidak mau dikeluarkan oleh Dinas tersebut. Apakah karena
ada persoalan politik antara Provinsi dan Kabupaten atau ada persoalan lain
yang menjadi penyebab sulitnya diterbitkan rekomendasi permohonan bantuan
hibah. Ketika hal itu terjadi sudah ada langkah-langkah yang akan ditempuh
oleh Tim Venfikasi untuk menyelesaikan persoalan itu.

Jadi dani hasil wawancara tersebut diatas dan hasil pengamatan penulis
dapat dijelaskan bahwa semua informan yang berhubungan konsistensi
komunikasi dalam implementasi kebijakan penenma bantuan hibah
peternakan pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, sudah berjalan baik.
Karena hasil pengamatan ketika terjadi inkonsistensi perintah dilapangan
sudah dipersiapkan langkah-langkah baik antisipatif maupun tindak
lanjutnya.Jadi pelaksanaan implementasi kebijakan verifikasi ini tetap efektif
beralan.

Dengan demikian dari hasil analisis data wawancara, observasi dan
dokumentasi, dapat digambarkan bahwa aspek komunikasi berupa penerapan
variabel transmisi untuk indikator keselarasan pendapat, penyampaian
informasi secara urutan atau hierarki dan persepsi atau keingintahuan para
pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan ini sudah berjalan baik Kemudian
penerapan variabel kejelasan untuk indikator kejelasan komunikasi dan

fleksibilitas komunikasi pada pelaksanaan kebijakan sudah diterapkan dengan
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baik, penerapan variabel konsistensi untuk indikator konsistensi perintah
dilapangan dan jika tegadi inkonsistensi perintah dilapangan sudah berjalan
dengan baik.

I1. Aspek Struktur Birokrasi

Struktur organisast yang diterapkan dalam upaya mengimplementastkan
kebijakan memuliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan
yang efektif Salah satu dari aspek struktur birokrasi yang penting dari setiap
organisasi adalah adanya standar operasional prosedur (SOP) dan melaksanakan
fragmentasi. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.
Sedangkan fragmentasi (penyebaran) tanggungjawab kegiatan-kegiatan kepada
para pelaksana kegiatan merupakan upaya yang sangat penting dalam rangka
mengoptimlakan suatu pelaksanaan kebijakan.

1. Seandar Operasional Prosedur

Pembuatan dan penerapan SOP sangat penting dilakukan untuk
pelaksanaan kebijakan pembernian bantuan hibah pada pelaksanaan
evaluasi/verifikasicalon penerima bantuan hibah pada Dinas Dinas Pertanian
Provinsi Sulawesi Barat. SOP ini menjadi pedoman dan acuan pelaksanaan
kebijakan ini. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan standar operasional
prosedur dilaksanakan pada pelaksanaan evaluasi/venfikasi ini, dapat dilthat
pada hasil wawancara kepada beberapa informan yang terlibat dalam

pelaksanaan kebijakan ini, sebagai berikut:
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Wawancara kepada Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi

Barat, yaitu Bapak Bau Akram Dai yang berlangsung hari Senin tanggal 11
Desember 2017 mengatakan bahwa:
Pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi dikantor ini mengenai standar
operasional prosedur sudah dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang
telah ada apakah itu Permendagni dan Pergub.Begitu juga dengan pedoman-
pedoman teknis yang telah disusun oleh Tim evaluasi/verifikasi itu sendiri,
sudah berjalan baik.Namun begini, SOP tersendiri secara formal tentang
pelaksanaan kebijakan ini juga sudah ada, dan ini sangat penting, karena
sebagai pedoman dan acuan bagi para pelaksana kebijakan dalam
melaksanakan program ini secara efektif dan terukur.

Wawancara kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas
Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Bapak Ir. Basrullah yang berlangsung
hari Senin tanggal 18 Desember 2017 mengatakan bahwa:

Kalau mengenai SOP sampai saat ini kita -melaksanakan
evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah sudah memiliki SOP
verifikasi tersendiri/khusus secara formal, Selama ini kita melaksanakan
kebijakan ini juga mengacu pada tata cara pelaksanaan hibah yang tertuang
dalam regulasi yang ada, selebihnya kita berdasarkan pada pengalaman
konvensional, pengalaman yang lalu.

Hasil wawancara diatas kepada beberapa informan dapat dijelaskan
bahwa prosedur operasional yang standar pada implementasi kebijakan
penenma bantvan hibah pada pelaksanaan evaluasifverifikasi calon penerima
bantuan hibah di Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat sudah berjalan baik,
karena sampat saat int SOP tersendirtkhusus mengenai pelaksanaan
evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah sudah ada dan mengacu pada

aturan secara umum yang tidak bersifat teknis herdasarkan regulasi yang ada

serta berdasarkan pengalaman konvensional.
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Adapun hasil pengamatan penulis melihat bahwa implementasi
prosedur operasi yang standarpada pelaksanaan kebijakan penerima bantuan
hibah pada pelaksanaan evaluasi/verifikasiini sudah beralan dengan baik, hal
ini disebabkan karena SOP khusus/tersendiri bersifat teknis tentang
pelaksanaan kebtjakan imi secara formal.Sehingga mudah untuk mengukur
apakah pelaksanaan kebijakan imi sudah berjalan dengan standar (efektif dan
efisien). Karena salah satu tujuan SOP dibuat adalah agar kegiatan tersebut
jelas dan terukur pelayanan yang akan dilakukan.

Terkait dengan implementasi prosedur operasi yang standar pada
implementasi kebijakan penerima bantian hibah pada pelaksanaan
evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah pada PertanianProvinsi
Sulawesi Barat. Dapat dilihat hasil wawancara kepada beberapa informan
yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini, sebagai berikut:

Wawancara kepada Plh. Kasi Perbibitan dn Produksi Dinas Pertanian
Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Bapak Abd Rasyid yang berlangsung han
Senin tanggal 18 Desember 2017 mengatakan bahwa:

Karena dasarnya itu tadi yaitu pelaksanaan evaluasi/verifikasi calon
penerima bantuan hibah mengacu pada aturan-aturandasar yang bersifat
umum yang tertuang dalam regulasi dan juga berdasarkan pengalaman
konvensional. Yang lebih Penting lagi implementasi prosedur yang standar
dalam melaksanakan kebijakan ini sudah berjalan baik dengan adanya SOP
yang menjadi dasar pada pelaksanaan kebijakan program hibah bansos ini.

Wawancara kepada, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat yang berlangsung pada hari Kamis

tanggal 14 Desember 2017 mengatakan bahwa:
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Kalau implementast peraturan gubemnur tentang hibah dan bansos
sudah berjalan dengan baik, dan untuk implementasi prosedur operasi yang
standar juga telah diterapkan sehingga bisa dievaluasi dengan baik dan
terukur.

Hasil wawancara diatas kepada beberapa informan dapat dijelaskan
bahwa implementasi prosedur operasi yang standar pada pelaksanaan
kebijakan pemberian bantuan hibah pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi calon
penerima bantuan hibah di Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat sudah
berjalan baik dan terukur, karena acuannya bukan hanya pada aturan-aturan
umum yang tertuang dalam regulasi belum bersifat teknis juga dengan
pengalaman konvensional yang bisa jadi tiap person berbeda-beda
pengalamannya akan tetapi mengacu pada Standar Operasional Prosuder
(SOP) yang menjadi dasar acuan sehingga hasil verifikas1 dapat optimal,

Adapun hasil pengamatan penulis melihat bahwa implementasi
prosedur operasi yang standar pada pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan
hibah pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi
Barat sudah beralan dengan baik. Ini disebabkan karena SOP secara teknis
tentang pelaksanaan evaluasi/verifikasi. Begitupun dengan instrument-
instrumen dalam melaksanakan evaluasi/veritikasi, sehingga prosedur yang
standar berjalan dengan baik dan waktu yang dibutuhkan belum dapat
terukur.

Adapun dokumen yang ada tentang alur pengelolaan dana hibah
Pemenntah Provinsi Sulawesi Barat, dimana hanya menggambarkan secara

umum pelaksanaan kebijakan bantuan hibah, namun tidak menjelaskan secara

teknis pelaksanaan evaluasi/venfikast, dapat dilihat pada gambar dibawah 1ni:
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Gambar 4. Alur/Proses Pengelolaan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Sulawesi
Barat

2. Frapgmentasi
Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-
kegiatan atan aktivitas-aktivitas personil diantara beberapa unit kerja. Untuk
mengetahul sejauh mana upaya penerapan fragmentast pada implementasi
kebijakan pemberian bantuan hibah pada pelaksanaan evaluasi/verifikasicalon
penerima bantuan hibah di Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, dilakukan
wawancara kepada beberapa informan yang terlibat dalam pelaksanaan

kebijakan ini, sebagai berikut:
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Wawancara kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Bapak Drh. Agus Rauf yang
berlangsung hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 mengatakan bahwa,

Saya anggap ini sebagai pendistribusian tanggung jawab, jadi begim
saya melihat penyebaran tanggungjawab itu memang sudah berjalan dengan
baik, karena tanggung jawab itu sudah terdistribusi sampai ketingkat bidang-
bidang, dimana pengambilan keputusan melibatkan bidang-bidang sesuai
tupoksi masing-masing dan secara teknis tiap bidang sudah diberikan
kewenangan untuk melaksanakan kebijakan verifikasi ini.

Wawancara kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarapna Dinas
Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Ir. Basrullah yang berlangsung hari
Senin tanggal 18 Desember 2017 mengatakan bahwa:

Penyebaran tanggung jawab sudah baik sesuai dengan tupoksi masing-
masing bidang. Diharapkan penyebaran tanggungjawab kegiatan akan
mendorong optimalisasi keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini, hal ini
disebabkan karena tingginya rasa tanggungjawab pada masing-masing unit
kerja dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Hasil wawancara diatas kepada beberapa informan dapat dijelaskan
bahwa upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan pada pelaksanaan
kebijakan pemberian bantuan hibah pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi calon
penerima bantuan hibah di Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat sudah
berjalan baik, karena masing-masing bidang diberikan kewenangan secara
teknis sesuai dengan tupoksi tiap bidang untuk melaksanakan kegiatan-
kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan implementasi kehijakan int.

Adapun hasil pengamatan penulis melihat bahwa penyebaran

tanggungjawab kegiatan-kegiatan pada pelaksana kebyakan telah berjalan

dengan baik.Ini dibuktikan dengan pembagian tanggungjawab terhadap
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bidang-bidang sesuai dengan tupoksi masing-masing. Juga adanya penugasan
kepada pegawai untuk menjadi koordinator lapangan setiap kabupaten.

Selanjutnya mengenai aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa
unit kerja yang terkait padaimplementasi kebijakan pemberian bantuan hibah
pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi penerima bantuan hibah di Dinas
Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, dapat dilihat hasil wawancara kepada
beberapa informan yang terlibat pada pelaksanaan kebijakan ini, sebagai
berikut:

Wawancara kepada Sekretaris Dinas Pertapian Provinsi Sulawesi
Barat, yaitu Bapak Bau Akram Dai yang berlangsung hani Rabu tanggal 11
Desember 2017 mengatakan bahwa,

Menurut saya selama ini pelaksanaan verifikasi itu sudah terbangun
koordinasi yang baik dengan beberapa aktivitas-aktivitas pegawai di beberapa
SKPD lain, dimana SKPD tersebut sangat terkait dengan pelaksanaan
kebijakan int, seperti Bappeda sebagai perencanaan, biro keuangan secbagai
penganggaran dan stake holder yang ada di Pemerintah Kabupaten.Karena
kelompok calon penerima hibah merupakan masyarakat yang ada diwilayah
Kabupaten dan menjadi binaannya juga, sehingga sangat penting untuk
dilakukan koordinasi dengan pemerintah setempat apakah itu Pemerintah
Desa, Keurahan, Kecamatan dan SKPD terkait.

Wawancara kepada Plh. Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi
Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Bapak Abd Rasyid, SPt yang
berlangsung hari Senin tanggal 18 Desember 2017 mengatakan bahwa:

Karena semangat kebersamaan melalui komitmen yang tinggi untuk
menjalankan kebijakan ini dalam upaya mendukung program pemerintah
tentang bantuan hibah dan bansos kepada masyarakat, maka sudah terlthat

peran aktif dari aparaturdi unit-unit kerja yang terkaitdengan pelaksanaan
kebijakan verifikasi penerima bantuan hibah dikantor kami.
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Hasil wawancara diatas kepada beberapa informan dapat dijelaskan
bahwa tentang aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja yang
terkait pada implementasi kebijakan pemberian bantuan hibah pada
pelaksanaan evaluasifverifikasicalon penerima bantuan hibah di Dinas
Pertanian Provinsi Sulawesi Barat sudah berjalan baik, karena pentingnya
koordinasi dan dukungan dart unit kerja lammnya untuk mendukung suksesnya
program pemerintah.

Adapun hasil pengamatan penulis melihat bahwa aktivitas-aktivitas
pegawai diantara beberapa unit kerja yang terkait dengan pelaksanaan
kebijakan pemberian bantuan hibah pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi ini,
sudah beralan dengan baik. Beralannya koordinasi antara SKPD dengan
SKPD lain antara lain Bappeda dan Biro Keuangan lingkup Pemerintah
Sulawesi Barat sering dilakukan, juga pada saat turun dilapangan untuk
melakukan evaluasi/verifikasi menjadi keharusan untuk mengkoordinasikan
dengan Pemerintah Daerah Kabupaten antara lain SKPD yang terkait, Kantor
Camat, Lurah dan Desa.

Hasil analisis data wawancara, observasi dan dokumentasi, dapat
digambarkan bahwa aspek struktur organisasi berupa variabel SOP untuk
indikator prosedur operasi yang standard dan bagaimana implementasinya
dapat berjalan baik dan standamya dapat terukur. Sedangkan penerapan
variabel fragmentasi untuk indikator penyebaran tanggungjawab kegiatan-
kegiatan dan aktivitas-aktivitas pegawai diantara yang terkait dengan

pelaksanaan kebijakan tersebut sudah berjalan dengan baik.
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111. Aspek Sumber Daya

Svatu implementasi kebijakan dapat terwujud apabila perintah-perintah
diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten. Namun kettka sumber daya yang
dimiiliki sangat terbatas akan menyebabkan pelaksanaan kebijakan cenderung
tidak efektf.

1. Staf

Ketersediaan jumlah staf yang memadai akan menunjang atau
mendukung implementasi kebijakan dapat berhasil, tetapt tidak menjadi
jaminan bahwa dengan jumlah staf yang banyzk serta merta implementasi
kebijakan akan berhasil. Hal im sangat dipengaruhi oleh tingkat kecakapan
staf atau kompotenst yang dimiliki oleh staf tersebut.Berkut int hasil
wawancara penulis mengenai jumlah staf yang bertugas pada implementasi
kebijjakan peneruma bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi
Barat, kepada beberapa orang informan yang terlihat didalam pelaksanaan
kebijakan int, sebagai herkut:

Hasil wawancara kepada Sekretari Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi

Barat,yaitu Bapak Bau Akram yang berlangsung hari senin tanggal 11
Desember 2017 mengatakan bahwa:
Sebaiknya dalam melaksanakan evaluasi/veritikasi ke kelompok masyarakat
minimal dua orang agar dapat menilai dengan obyektif kondisi kelompok
tersebut. Namun vyang terjadi pada saat pelaksanaan venfikasi dilakukan
kekelompok ternak kadang tidak efekuf disebabkan kekurangan person Tim
vernifikast.

Senada dengan pendapat Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan

Hewan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Bapak Drh. Agus Rauf,
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MM melalui wawancara yang berlangsung hari Kamis tanggal 14 Desember
2017 mengatakan bahwa:

Iya, untuk kuantitas Tim evalusi/venfikasi calon penenma bantuan hibah
dikantor kami masih kurang, sedangkan ada sekitar ratusan kelompokternak
yang akan di Identifikasi/diverifikasi, kemudian juga lokasi kelompok tersebut
tersebar di 6 Kabupaten.

Begitu juga dengan pendapat Kepala Bidang Sarana dan Prasarana

Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Bapak Ir. Basrullah melalui
wawancara yang berlangsung hari Senin tanggal 18 Desember 2017
menjelaskan seperti ini.
Menurut saya jumlah personil Tim pelaksana evaluasi/verifikasi calon
penerima bantuan hibah pada DinasPertanian Provinsi Sulawesi Barat
rasionya tidak seimbang.dengan jumlah kelompok calon penerima bantuan
hibah yang harus diverifikasi. Coba bayangkan personil tim verifikasi hanya
berkisar 8 Orang akan memverifikasi lebih dan seratus ratus kelompok calon
penerima hibah,

Hasil wawancara kepada beberapa informan dapat dijelaskan bahwa
jumlah staf yang bertanggungjawab pada implementasi kebijakan pemberan
bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat masih
kurang. Hanya 9 orang yang menjadi anggota Tim Venfikasi untuk
bertanggungjawab memvenfikasi lebih dari seratus kelompok ternak. Hasil
pengamatan penulis tentang kuantitas atau jumlah staf pelaksana kebyakan
implementasi verifikasi calon penerima hibah pada Dinas Pertanian Provinsi
Sulawesi Barat memang belum memadai. Dari pengamatan dilapangan data

jumlah personil Tim evaluasi/verifikasi dan Jumlah Calon penerima hibah,

sebagai berikut:
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Berdasarkan SKNo: 520/ 293/11/Distan/2016/ DISTANAK, tanggal 22
Februari 2016 Tentang Pembentukan Tim Evaluasi/Verifikasi Calon Penerima
Bantuan Hibah Dinas Pertanian dan Petemnakan Provinsi Sulawesi Barat Pada
APBD dan APBN Tahun 2017. Adapun jumlah Tim verifikasi/evaluasi
sebanyak Sembilan orang (SK Tim Venfikasi terlampir} yang terdiri dari:

a. Penanggung jawab;
b. Ketua Tim;

¢. Sekretaris Tim, dan
d. Anggota Tim 6 orang

Data jumlah kelompok calon penerima bantuan hibah peternakan yang
terdaftar untuk dievaluasi/verifikasi pada tahun 2017 di Dinas Pertanian
Provinsi Sulawesi Barat, dapat dilihat secara detail (Pada Lampiran), namun
untuk rekapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 10

Rekap Jumlah Proposal Penerima Hibah
Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016

No Uraian Jumlah Proposal | Hasil Venfikasi
1.} Permohonan Belanja Hibah
290 79
Daerah berupa Barang
Jumlah 290 79

Sumber; Data Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, 2017

Selanjutnya mengenai kualitas dan kecakapan staf yang bertugas pada
implementasi kebijakan pemberian bantuan hibah pada pelaksanaan
evaluasi/verifikasi calon penerima hibah di DinasPertanian Provinsi Sulawesi

Barat, dapat dilihat dan hasil wawancam sebagai berikut:
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Hasil wawancara kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi,

yaitu Bapak Ir. H.-Hamzah S, MM yang berlangsung hari Kamis tanggal 07
Desember 2017 mengatakan bahwa:
Kualitas staf para pelaksana evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah
yang ditugaskan, sebagian petugas kualitasnya masih kurang schingga masih
perlu ditingkatkan, mengingat beban kerja yang diamanahkan cukup berat dan
tanggu-~ jawab yang dipikul sangat besar.Juga kegiatan ini bersentuhan
langsung kepada masyarakat, dimana karakter masyarakat yang begitu
kompleks yang harus divenfikas: sebagai calon penerima bantuan hibah.

Sejalan dengan pendapat Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas

Pertanian Provinsi Sulawesi, yaitu Bapak Ir. Basrullah melalui wawancara
yang berlangsung hari Senin tanggal 18 Desember 2017 menjelaskan seperti
int:
Kalau menurut hemat saya,untuk sebagian anggota Tim evaluasi/verifikast
sudah menunjukkan kualifikasi yang bagus, tetapi sebagian yang lain anggota
Tim evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah itu belum memiliki
wawasan yang memadai atau komprehensif dalam memahami baik regulasi
maupun dali  penerapan tatacara atau teknis verifikasi sesuai regulasi yang
ada.

Jadi dari hasil wawancara diatas ' pada beberapa informan dapat
diyelaskan bahwa kualitas dan kecakapan staf yang bertugas pada
implementasi  kebijakan pembenan bantuan hibah pada pelaksanaan
evaluasi/verifikast calon penerima bantuan hibah di Dinas Pertanian Provinsi
Sulawesi untuk sebagian anggota ..m evaluasi/verifikasi belum memiliki
wawasan yang memadai atau komprehensif dalam memahami regulasi dan
teknis pelaksanaannya.Apalagi kegiatan ini dibutuhkan kecakapan dan

; k! rs 1 1 berin

dengan masyarakat yang begitu kompleks karakternya.
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Demikian juga dengan pengamatan penulis melihat tentang kualitas
dan kecakapan staf yang bertugas pada pelaksanaan kebijakan ini di Dinas
Pertanian Provinsi Sulawesi Barat sebagian anggota Tim belum memiliki
pemahaman yang komprehensif tentang regulasi yang ada.Bahkandisinyalir
ada anggota Tim yang belum pemah membaca regulasi tentang pedoman
pelaksanaan program hibah.Kemudian juga jika dipahami lebih dalam bahwa
tugas y  diemban oleh para pelaksana kebijakan verifikasi ini, sangat berat
dan tanggungjawab yang diptkul sangat besar.Ini dapat dilihat tugas Tim
evaluasi/verifikasi sesuai dengan dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas No:
520/ 293/11/Distan/2016/ DISTANAK, tanggal 22 Februan 2016 Tentang
Pembentukan Tim Evalua Verifikasi Calon Penerima Bantuan Hibah,
sebagai berikut:

1) Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan
| iksanaan kegiatan;

2) Melakukan verifikasi administrasi {(propos: dan verifikasi factual (survey
kelapangan) terhadap calon penerima bantuan hibah berdasarkan ketentuan
peraturan yang berlaku dan atau yang diusulkan oleh D° s Dinas
Pertanian Provinsi Sulawesi Barat TA. 2017,

3) Menetapkan besaran jumlah bantuan;

4) Memfasilitasi penyelesatan laporan administrasi dan keuangan;

5) Mengidentifikasi permasalahan terhadap pelaksanaan program dan

| N
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6) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait untuk
menyelesaikan permasalahan yang ada;

7) Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program
dan kegiatan dimaksud;

8) Menyusun laporan realisasi sebagai bahan untuk koordinasi dan konsultasi
pelaksanaan programv/kegiatan dan rencana kerja selanjutnya;

9) Memberikan dukungan administrasi dan operasional kegiatan;

10) Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pada
pimpinan.

Jadi dan hasil wawancara tersebut diatas dan hasil observasi serta
dokumentasi yang ada, penulis dapat jelaskan bahwa nua pendapat
informan wawancara yang berhubungan dengan kuantitas dan ku @  staf
pada implementasi kebijakan penerima bantuan hibah Dinas Pertanian
Provinsi Sulawesi Barat menganggap bahwa jumlah staf masih belum
memadai dan kualitas staf sebagian anggota Tim verifikasi masih terbatas dan

kurang memadai pula. Tim verifikasi dapat dilihat gambar sebagai berikut :
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Wawancara kepada Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Barat, yaitu

Bapak Ir. H. Ha  h S, I 1 yang berlangsung hari Kamis tanggal 07
Desember 2017 mengatakan bahwa,
Jadi begini, ketersediaan informasi tentang bagaimana melaksanakan
evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah telah ada, namun belumn
lengkap.Misalnya belum tersedianya Juklak (petunjuk pelaksanaan) dan
Juknis (petunjuk teknis).Namun upaya untuk memaksimalkan informasi
dimaksud sudah dilakukan juga dengan baik yaitu melalui sosialisasi atau
media informasi lainnya.

Pendapat yang sama oleh Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi

Barat, yattu Bapak Bau Akram melalui wawancara yang berlangsung hari
Senin tanggal 11 Desember 2017 menjelaskan bahwa “seperti yang telah
terungkap sebelumnya bahwa informasi sudah cukup jelas karena semua
d kukan dalam sebuah keteraturan. Dimana upaya penyampaian informasi
baik melalui pengumuman maupun sosialisasi juga sudah berjalan”. Begitu
Juga peudapat Kepala bidang sarana dan prasarana, yaitu Ir. Basrullah melalui
wawancara yang berlangsung hari Rabu tanggal 18 Desember 2017
mengatakan bahwa:
Memang menjadi sangat penting ketersediaan informasi tentang bagaimana
melaksanakan  evaluasi/verifikasi agar  pelaksanaannya berjalan
obyektif Namun kenyataannya informasi yang tersedia masih kurang sehingga
persepsi tiap pelaksana maupun calon penerima hibah terkadang berbeda.

Hasil wawancara diatas kepada beberapa informan dapat dijelaskan

bahwa ketersediaan informasi mengenai bagaimana implementast kebijakan

pembenan bantuan hibah pada pelaksanaan evaluasi/verifikasicalon penerima

tersedia, walaupun memang belum sangat lengkap.Upaya penyampaian
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Adapun ketersediaan informasi yang dilakukan adalabh dengan
melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat khususnya pada
kelompok peternak.Untuk ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan-
peraturan pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan pemberian
bantuan hibah pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi calon penerima hibah,
dapat diuraikan dari beberapa hasil wawancara dengan imforman sebagai
berikut;

Wawancara kepada Kepala Dinas PertanianProvinsi Sulawesi Barat,
yaitu Ir, Hamzah S, MM yang berlangsung hari Seclasa tanggal 07 Desember
2017, beliau berpendapat bahwa:

Secara umum ketaatan personil-personil lain yang terlibat dalam pelaksanaan
kebijakan ini terhadap peraturan-peraturan sudah baik, walaupun memang ada
bebempa laporan dari masyarakat tentang oknum personil yang tidak taat pada
aturan.Namun hal ini kan masih indikasi atau issu yang berkembang, karena
kenyataannya sampai saat in1 mengenai pelaksanaan program bantuan hibah
belum ada terjadi personil yang terkait dalam persoalan hukum.

Berbeda dengan pendapat Kepala Bidang Peternakan dan Keschatan
Hewan Dinas Pertanian Provinst Sulawesi Barat, yaitu Bapak Drh. Agus Rauf,
MM melalui wawancara yang berlangsung hari Kamis tanggal 14 Desember
2017 mengatakan bahwa:
Sebagian personil disinyalir tidak taat pada peraturan-peraturan atau
instrument verifikasi yang telah disepakati, adanya indikasi dalam melakukan
verifikasi bersikap subyektifitas, karena adanya pengaruh ikatan emosional
antara personil dengan calon penerima hibah, apakah im ikatan emosional
keluarga, pertemanan dan lain-lain.

Menurut pendapat Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat

yaitu Bapak Bau Akram Dai melalui wawancara berlangsung Senin tanggai 11

Desember 2017 mengatakan bahwa:
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Ketaatan adalah sebuah keharusan, ini berarti semua personil-personil lain
yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan berpedoman pada aturan yang
sama, sehingga pelanggaran atau ketidak taatan dapat diminimalisir.

Untuk lebith meyakinkan penulis juga mewawancarai salah satu

kelompok calon penerima hibah, yaitu Kelompok Ternak Sumber Abadi yaitu
Bapak Kamaluddin yang beralamat di Kecamatan papalang Kabupaten
Mamuju yang berlangsung har minggu tanggal 20Desember 2017
mengatakan bahwa:
Kalau pengalamanku bu, petugas evaluasi/verifikasi calon penerima hibah
yang mendatang: kelompok ternak kami untuk melakukan verifikasi teknis
(factual) sudah bertugas dengan baik, tidak adaji yang macam-macam untuk
minta ini minta itu.Semua berjalan dengan baik dan wajar.

Hasil wawancara diatas kepada beberapa informan dapat dijelaskan
bahwa ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan-peraturan yang
terkait dengan implementasi kebijakan bantuan hibah pada pelaksanaan
evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah di Dinas Pertanian Provinsi
Sulawesi Barat sudah baik, walaupun memang masih ada disinyalir personil
yang tidak taat dengan adannya laporan dari kelompok calon penerima hibah.
Namun hal itu masih dianggap issu. Karena kenyataannya sampai saat ini
belum ada personil yang bermasalah dengan hukum,

Begitu juga dengan pengamatan penulis melihat bahwa ketaatan-
ketaatan personil lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah pelaksana
kebijakan implementasi verifikasi calon penerima bantuan hibah sudah
berjalan baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi. Apabila ketaatan ini

disadari secara penub maka tujuan dan sasaran dari kebijakan ini akan

terwujud.
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Jadi dari hasil wawancara tersebut diatas dan hasil observasi penuls
serta data dokumentasi yang ada, dapat dijelaskan bahwa hampir semua
informan yang berhubungan dengan informasi dalam implementasi kebijakan
penerima bantuan hibah pada pelaksanaan evaluasi/verifikasicalon pada Dinas
Pertanian Provinsi Sulawesi Barat menganggap sudah beralan baik. Namun
mengenai ketersediaan informasi bagaimana melaksanakan kebijakan
ini,masih perlu dilengkapi dan disosialisasikan lebih optimal, karena hal mi
merupakan salah satu penentu keberhasilan dan pelaksanaan kebijakan ini.
Dengan ketersediaan informasi yang baik akan berdampak pada ketaatan
personil-personil baik pengambil kebijakan maupun pelaksana kebijakan
terhadap peraturan-peraturan pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan
pemberian bantuan hibah pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi calon penerima
bantuan hibah.

3. Wewenang

Variabel yang dimaksud adalah wewenang, dimana wewenang harus
bersifat formal agar kekuatan legalitasnya pernintah dapat dilaksanakan.
Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi hagi para pelaksana dalam
melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Pelimpahan
wewenang (Delegation Of Authority) harus jelas dari pengambil kebijakan
kepada pelaksana kebijakan. Masalah ini sangat erat hubungannya dengan
keunggulan relative dan system desentralisasi, yakni pelimpahan wewenang
sampai kepada tingkat yang paling rendah dalam hierarki manajerial. Konsep

ini berhubungan dengan hak yang dilimpahkan kepada manajer atau
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pengambil kebijakan untuk mengambil keputusan tanpa persetujuan manajer
atau pengambil kebijakan yang lebih tinggi.

Berikut ini wawancara yang dilakukan penulis mengenai kewenangan
yang telah dimiliki secara formal pada implementasi kebijakan penerima
bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, kepada beberapa
orang informan yang terlibat didalam pelaksanaan kebijakan ini, sebagai
berikut:

Hasil wawancara kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi

Barat., yaitu Bapak Ir. Hamzah S, MM yang berlangsung hari Selasa tanggal
07 Desember 2017 mengatakan bahwa:
Saya kira kewenangan secara formal memang betul telah dimiliki oleh tim
evaluasi/verifikasi dengan dilandasi payung hukum yang jelas yaitu Peraturan
Gubemur, Disposisi dan SK Tim evaluasi/verifikasi.Dengan demikian karena
adanya kewenangan yang bersifat formal tersebut sehingga pelaksanaan
kebijakan ini bisa berjalan secara efektif, dapat meminimalisir intervensi dari
pihak lain, dan jelas siapa yang melaksanakan dan bertanggungjawab.

Sejalan dengan pendapat Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas

Pertanian Provinsi Sulawesi Bamt, yaitu Bapak Ir. Basrullah melalui
wawancara yang berlangsung hari Senin tanggal 18 Desember 2017
mengatakan bahwa:
Saya pikir, dengan adanya kewenangan formal yang dimiliki oleh Tim
evaluasi/verifikasi memberikan dampak yang cukup baik dalam menjalankan
evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah, karena secara teknis SKPD
lebih memahami apa yang harus dilakukan dalam merekomendasikan calon
penerima hibah layak atau tidak layak untuk menerima bantuan hibah.

Pendapat yang serupa dari Sekretaris Dinas Pertanian Proving

Sulawesi Barat, yaitu Bapak Bau Aram Dai melalui wawancara yang

berlangsung bari Senin tanggal 11 Desember 2017 mengatakan bahwa:
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Iya, kewenangan yang telah dimiliki oleh pelaksana evaluasi/verifikast yang
bersifat formal, berdampak agar ketaatan terhadap tugas dan tanggungjawab
yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik {a@kuntabel).Dengan demikian
secara konteks tanggungjawab, SKPD tidak boleh bermain-main dalam
melaksanakan evaluasi/verifikasi ini karena ketika ada masalah SKPD yang
telah diberikan kewenangan imi harus bertanggung jawab.

Hasil wawancara diatas kepada beberapa informan dapat dijelaskan
bahwa kewenangan yang telah dimiliki secara formal pada implementasi
kebijakan penerima bantuan hibah pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi calon
penerima bantuan hibah di Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat
memberikan dampak yang baik dalam melaksanakan kebijakan secara efektif,
dapat meminimalisir intervensi dari pihak lam dan dalam pelaksanaan
kebijakan ini harus serius dan sungguh-sungguh sesuai dengan peraturan yang
telah ada. Karena jelas siapa yang akan bertanggung jawab ketika terdapat
masalah.

Hasil pengamatan penulis tentang kewenangan yang telah dimliki
secara formal padakebijakan implementasi pembenan bantuan hibah pada
pelaksanaan evaluasi/verifikasi calon penerima bibah pada Dinas Pertanian
Provinsi  Sulawesi Barat sudah jelas  kepastian hukum  dan
tanggungjawab.Dimana dengan begitu akan melahirkan komitmen untuk
merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah tertuang daiam kebijakan ini.

Adapun kewenangan yang telah dimiliki oleh pelaksana kebijakan, apa
sudah mencukupi atau belum dalam pelaksanaan kebijakan penerima bantuan
hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, dapat diumikan dari

beberapa hasil wawancara dengan informan yang terlibat dalam pelaksanaan

kebijakan ini, sebagai berikut. Melalui wawancara kepada Kepala Bidang
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Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat,
yaitu Bapak Drh. Agus Rauf yang berlangsung hari Kamis tanggal 14
Desember 2017 berpendapat bahwa:

Kewenangan yang dimiliki oleh pelaksana evaluasi/venifikasi calon penerima
hibah sudah mencukupi, tentunya kewenangan yang dimaksud adalah dapat
menentukan atau mereckomendasikan kelompok masyarakat calon penerima
bantuan hibah yang layak atau tidak layak untuk mendapatkan bantuan hibah.

Begitu juga dengan hasil wawancara Kepada Kasubag Program dan

Pelaporan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Bapak Muliadi, SP,
MM yang berlangsung han Senin tanggal 18 Desember 2017 mengatakan
bahwa:
Kewenangan cukup besar diberikan kepada pelaksana kebijakan dalam hal ini
Tim evaluasi/verifikasi calon penenima hibah, dengan memberikan
tanggungjawab secara teknis untuk melakukan verifikasi administrasi maupun
teknig (factual) sampal dengan memutuskan atau merckomendasikanlayak
atau tidak layak calon penerima hibah untuk meadapatkan bantuan.

Untuk lebih meyakinkan penulis mewawancami salah satu penerima

hibah yaitu Ketua Kelompok Temmak Sumber Rejeki yaitu Bapak Ponimin
yang beralamat Tommo Kabupaten Mamuju berlangsung hari minggu tanggal
20 Desember 2017 mengatakan bahwa:
Waktu kelompok temak kami dikunjungi untuk dievaluasi/verifikasi oleh
petugas verifikasi, banyak yang kami ditanyakan dan diperiksa mengenai
legalitas dan kelengkapan dokumen usaha, Dari situlah Tim evaluasi/venfikasi
yang memutuskan bahwa usaha kami layak mendapatkan bantuan hibah.Jadi
menurut pengalaman saya, petugas verifikasi sangat menentukan untuk
meloloskan mendapatkan bantuan hibab.

Hasil wawancara diatas kepada beberapa informan dapat dijelaskan

bahwa kewenangan yang telah dimiliki oleh pelaksana dalam implementasi

kebijakan penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi
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Barat sudah mencukupi, dengan adanya kewenangan yang dimiliki untuk
merekomendasikan layak atau tidak layak bagi calon penenima hibah untuk
mendapatkan bantuan.

Adapun hasil pengamatan penulis melihat bahwa kewenangan yang
dimiliki oleh pelaksana kebijakan implementasi utamanya pada pelakasanaan
verifikasi calon penerima bantuan hibah memang sudah mencukupi. Karena
data yang ditemukan dilapangan bahwa Tim pelaksana evaluasi/verifikasi
yang memutuskan layak atau tidak layak calon penerima hibah untuk
mendapatkan bantuan hibah dan akan dituangkan dalam rekomendasi usulan
pemberian bantuan hibah untuk didasari dalam penyusunan Surat Keputusan
Gubermnur tentang daftar penerima bantuan hibah. Artinya ketika tidak ada
hasil evaluasi/verifikasi dari SKPD), maka dianggap tidak layak atau tidak bisa
dilakukan proses untuk pemberian bantuan hibah kepada masyarakat
(Kelompok Temak).

Adapun data hasil evaluasi/venfikast, dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 11
Rekap Hasil Evaluasi Calon Penerima Hibah Tahun 2016

Permochonan yang Masuk Hasil Evaluasi Ket
Jumlah Nilai (Rp) Jumlah | Nilai (Rp)

No. | Uraian

1. | BelanjaHibah
Barang/Jasa | 290 50.183.470 | 273 42.015.850.000

Total 290 50.183.470 273 42.015.850.000

Sumber: Data Dinas Pertamian Provinsi Sulawesi Barat, 2017
Hasil wawancara tersebut diatas dan hasil observasi penulis serta data
dokumentasi yang ada, dapat dijelaskan bahwa hampir semua informan

berpendapat bahwa dengan telah dimiliki wewenang yang formal oleb Tim
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Verifikasi hibah memberi dampak yang positif dalam mewujudkan
pelaksanaan verifikasi yang efektif, dan wewenang yang dimiliki telah
mencukupi bagt pelaksana implementasi kebijakan penerima bantuan hibah
pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat.
4. Fasilitas

Fasilitas salah satu penunjang keberhasilan pelaksansan imple mentasi
kebijakan. Fasilitas seperti bangunan sebagai kantor dan ruangan kerja untuk
melaksanakan pekerjaan dan pelayanan sangat diperlukan. Begitu juga dengan
fasilitas penunjang lainnya berupa sarana dan prasarana antara lain seperti
ATK, peralatan elektronik dan meubeler serta kendaraan operasional sangat
menunjang efektifitas pelaksanaan sunatu kebijakan. Berikut ini ulasan dan
wawancara penulis untuk mengetahui penyediaan fasilitas pada implementasi
kebijakan penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi
Barat, kepada beberapa orang informan yang terlibat didalam pelaksanaan
kebijakan ini, sebagai berikut.

Hasil wawancara kepada Kepala Dinas Pertanian Provinst Sulawesi
Barat, yaitu Bapak Ir. Hamzah §, MM yang berlangsung han Selasa tanggal
07 Desember 2017 mengatakan bahwa,

Pelaksanaan evaluasi/venfikasi calon penerima bantuan hibah khususnya
pelayanan verifikasi administrasi kepada masyarakat dilaksanakan dikantor
Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat. Tentunya fasilitas gedung kantor dan
fasilitas penunjang lainnya sudah memadai dan representative Dan hal ini
mendukung dalam pelayanan yang baik kepada calon penerima bantuan hibah.

Begitu juga pendapat Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas

Pertanian Provinsi Sulawes: Barat, yaitu Bapak [r.Basrullah melalui
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wawancara yang berlangsung hari Senin  tanggal 18 Desember 2017
mengatakan bahwa:

Kalau sejauh yang saya lihat, ketersediaan fasilitas gedung kantor atau
ruangan kerja sudah cukup memadat artinya sudah representative.Karena Tim
evaluasi/verifikasi telah difasilitasi ruang untuk tempat beraktivitas
melaksanakan kebijakan tersebut pada untuk melakukan evaluasi/venfikasi
calon penerima bantuan hibah.

Wawancara juga dilakukan kepada salah satu penernima bantuan hibah

yaitu Ketua Kelompok Temak “Manis Madu”, Bapak Rusli yang berlangsung
hari minggu tanggal 20 Desember 2017 mengatakan bahwa:
Begini pak, kalau menurut pengalaman saya waktu kekantorka dulu di Dinas
Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, saya lihat fasilitas gedung sudah sangat
baik, apalagi gedung kantornya masih baru juga, kantormya masih baik dan
lengkap semua fasilitas.

Hasil wawancara diatas kepada beberﬁpa informan dapat dijelaskan
bahwa ketersediaan fasilitas seperti bangunan kantor untuk melaksanakan
pelayanan implementasi kebijakan penenima bantvan hibah pada Dinas
Pertanian Provinsi Sulawesi Barat sudah memadai atau representative,
diharapkan dengan dukungan fasilitas tersebut dapat melayani inasyarakat
dengan baik.

Hasil pengamatan penulis tentang fasilitas gedung dan mangan untuk
beraktivitas dalam pelaksanaan kebijakan implementasi penerima bantuan
hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat sudah memada dan
representative. Adapun data dokumentas: yang didapatkan dilapangan tentang
ketersediaan gedung kantor, kategori sudah memadai/representatif.

Selanjutnya untuk dukungan prasarana lainnya dalain mengoptimalkan

pelaksanaan kebijakan penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinst

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



“fog >

Sulawesi Barat, dapat diuraikan dart beberapa hasil wawancara dengan
informan yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini, sebagai berikut;

Wawancara kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Bapak Drh. Agus Rauf,
MMyang berlangsung hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 mengatakan
bahwa:
Untuk dukungan fasilitas sarana dan prasarana dalam pelaksanaan
evaluasi/verifikasi calon penenma bantuan hibah di kantor kami, sudah
memadai dan cukup lengkap, dan imi mendukung dalam upaya
mengoptimalkan kinerja para pelaksana kebijakan. Seperti misalnya
ketersediaan computer, laptop, print, mesin fotocopy, ATK dan lainnya sudah
memadai.

Senada dengan pendapat Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi Sulawest

Barat, yaitu Bapak Bau Akram Da1 melalui wawancara yang berlangsung hari
Senin tanggal 1! Desember 2017 mengatakan bahwa:
Begini, dukungan sarana dan prasarana lainnya sudah memadai seperti ATK,
peralatan kerja, meubeler dan bahkan sampai kendaraan operasional untuk
turun kelapangan melaksanakan evaluasi/venfikasi terkadang juga
disiapkan.Jadi dukungan sarana dan prasarana tersebut sangat menunjang
dalam mengoptimaikan kinera.

Hasil wawancara diatas kepada beberapa informan dapat dijelaskan
bahwa ketersediaan fasilitas dukungan prasarana lainoya dalam
mengoptimalkan kinerja implementasi kebtjakan penerima bantuan hibah pada
Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat sudah memadai, sehingga dapat
memberikan pelayanan yang baik kepada masyamakat (Kelompok
Ternak).Sedangkan hasil pengamatan penulis melihat bahwa prasarana lainnya

yang mendukung pelaksanaan kebyjakan implementasi pemberian bantuan

hibah pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi calon penenima bantuan hibah
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dalam menggoptimalkan kinerja sudah memadai, karena keterlibatan semua
unsur dalam kegiatan ini.Sehingga sarana dan prasarana yang dimiliki antara
satu dengan yang lainnya saling mendukung,.

Jadi dari hasil wawancara tersebut diatas dan hasil observasi penulis
serta data dokumentasi yang ada, dapat dijelaskankan bahwa hampir semua
informan berpendapat bahwa dukungan fasilitas berupa ketersediaan gedung
dan ruangan kantor serta dukungan sarana lainnya telah memadai dan
representative pada implementasi kebijakan penerima bantuan hibah pada
Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat.

Dengan demikian dan hasil analisis data wawancara, observasi dan
dokumentasi, dapat digambarkan bahwa aspek sumber daya berupa variabel
staf untuk indikator kuantitas dan kualitas/kecakapan staf belum memada:.
Selanjutnya untuk variabel informasi dengan indikator ketersediaan informasi
dan ketaatan personii-personil lain terhadap peraturan-peraturan yang ada
sudah begalan baik. Kemudian untuk variabel wewenang dengan indikator
tentang kewenangan yang telah dimiliki secara formal dan apakah sudah
cukup kewenangan yang telah dimiliki oleh pelaksana kebijakan adalah sudah
baik dan cukup. Sedangkan untuk variabel fasilitas deugan indikator
ketersediaan gedung kantor atau ruangan kena dan dukungan prasarana

lainnya sudah memadai/refresentatif.

1V. Aspek Disposisi

Disposisi adalah bagaimana watak dan karakterisnk yang dimiliki

pelaksana kebijakan atau implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat
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demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka akan
menjalankan kebiakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat
kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda
dengan pembuat kebijjakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi
tidak efektif.
1. Perangkat Birokrasi
Melihat sejavhmana variabe! perangkat birokrasi dengan indikator
komitmen, kejujuran dan sikap demokratis yang dimuliki para pelaksana
kebijakan atau implementor kebijakan pemberian bantuan hibah pada
pelaksanaan evaluasi/verifikasi calon penerima hibah pada Dinas Pertanian
Provinsi Sulawesi Barat. Dilakukan wawancara kepada beberapa informan
yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini, sebagai berikut;
Wawancara kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat,
yaitu Bapak Ir. H. Hamzah S, MM vyang berlangsung han kamis tanggal 07
Desember 2017 mengatakan bahwa:
Sejatinya semua pihak tetap komitmen untuk melaksanakan kebijakan
tersebut, apalagi pelaksanaan evaluasi/verifikasi ini sangat urgen dalam
menentukan upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan melalui
pengembangan Agribisnis Peternakan dengan sentuhan bantuan hibah.Karena
ditahap verifikast menjadi dasar untuk menentukan layak atau tidak layak
calon penerima hibah.
Pendapat yang berbeda oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana
Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Bapak Ir. Basrullah melalui

wawancara yang berlangsung hari Senin tanggal 18 Desember 2017

mengatakan bahwa:
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Dalam membangun komitmen yang ideal memang sangat sulit, namun saya
melihat untuk pelaksana atau implementor evaluasi/verifikasi calon penerima
bantuan hibah sudah berusaha untuk komitmen.Walaupun tidak semua
pelaksana mampu melakukan.

Senada dengan pendapat Sekretris Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi
Barat, yaitu Bapak Bau Akram Dai melalui wawancara yang berlangsung hari
Senin tanggal 11 Desember 2017 mengatakan bahwa, “secara umum hampir
semua  pelaksana  verifikasi memilikt  komitmen  melaksanakan
evaluasi/verifikasi dengan baik sesuai dengan kebijakan yang telah
ditetapkan”.

Hasil wawancara diatas kepada beberapa informan dapat dijelaskan
bahwa komitmen pelaksana implementasi kebijakan penerima bantuan hibah
pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat sudah baik, sehingga pelayanan
pelaksanaan verifikasi dalam melayani masyarakat semakin baik.

Adapun hasil pengamatan penulis melihat bahwa komitmen yang
dimiliki para pelaksana kehijakan atau implementor kebijakan penerima
bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat sudah cukup
baik. Hal ini dapat dilihat dengan berhasilnya terlaksana kegiatan verifikasi
kepada kelompok ternak penerima bantvan hibah pada tahun 2016 / 2017.
Sedangkan sikap kejujuran pelaksana kebijakan implementasi penerima pada
Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat dari hasil wawancara
sebagai berikut;

Hasil wawancara kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi

Barat, yaitu Bapak Ir. Hamzah S, MM yang berlangsung pada hari Kamis

tanggal 07 Desember 2017 mengatakan bahwa:

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



“3pggor

Kejujuran sangat penting diterapkan dalam kegiatan apapun, namun dalam
pelaksanaannya terkadang ada pengaruh dan kepentingan dari berbagai
pihak.Untuk ita saya tidak bisa mengatakan bahwa semua pelaksana
kebijakan/implementor imi sudah jujur.

Hasil wawancara kepada Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi,

yaitu Bapak Bau Akram berlangsung han Senin tanggal 11 Desember 2017
mengatakan bahwa:
Inilah permasalahan klasik yang selalu kita hadapi, bahwa sulitnya
menerapkan kejujuran dalam melakukan sesuatu kegiatan.Ada beberapa
laporan yang masuk dari berbagai sumber yang bisa dipercaya tentang oknum
pelaksana yang tidak obyektif.

Senada dengan pendapat Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas
PertanianProvinsi Sulawesi Barat, yaitu Bapak Ir. Basrullah melalui
wawancara yang berlangsung hari  Senin tanggal 18 Desember 2017
mengatakan bahwa:

Maksud saya begini, kita memang punya komitmen untuk melaksanakan
verifikasi itu dengan baik, cuman seperti ini bahwa kadang-kadang ada
oknum tertentu (tidak bisa digeneralisir), muncul subyektifitasnya dalam
merekayasa hasil verifikasi. Jadi intinya indikator kejujuran sangat relative
karena sangat tergantung karakter dan integntas masing-masing individu.

Wawancara juga dilakukan kepada salah satu penerima bantuan hibah
yaitu Ketua Kelompok Ternak “Manis Madu”, yaitu Bapak Rusli yang
berlangsung hart minggu tanggal 20 Desember 2017 mengatakan bahwa:
Begini, kalau pendapat saya pak, jujur saya katakan kalau yang saya alami
dulu pak, waktu dilayani oleh petugas verifikasi sudah bagus sekali. Petugas
yang melakukan evaluasi/verifikasi dari Dinas Pertanian sudah jujur, tidak ada
neko-neko dan tidak ada yang disembunyikan informasinya.

Hasil wawancara diatas kepada beberapa informan dapat dijelaskan

bahwa sikap kejujuran para pelaksana implementasi kebijakan penerima

bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinst Sulawesi belumn berjalan baik
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dan sangat relative, jadi sangat tergantung dari karakter dan integritas masing-
masing individu. Ada beberapa laporan masuk dari masyarakat yang dapat
dipercaya tentang watak yang kurang jujur dari oknum pelaksana/
Implementor.

Adapun hasil pengamatan penulis melihat bahwa penerapan kejujuran
sangat sulit dilakukan, kondisinya relative tergantung watak dan karakter
masing-masing orang.Jadi kejujuran disini pada pelaksanaan kebijakan ini
belum berjalan baik, apalagi dengan adanya beberapa laporun atau kompien
dan masyarakat calon penerima bantuan hibah.

Kemudian mengenai penerapan demokratis para pelaksana kebijakan
penenima bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinst Sulawesi dapat dilihat
dari hasil wawancara sebagai berikut;

Wawancara kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat,

yaitu Bapak Ir. Hamzah berlangsung hari Kamis tanggal 07 Desember 2017
mengatakan bahwa:
Saya pikir sudah cukup demokratis pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi,
kenapa? Karena masing-masing bidang diberi kewenangan untuk
melaksanakan evaluasi/venifikasi ini, namun dalam menentukan layak atau
tidak tayak selalu dilakukan melalui hasil keputusan rapat Tim Verifikasi.

Sejalan dengan pendapat Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan
Hewan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Bapak Drh. Agus Rauf,
MM berlangsung hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 mengatakan bahwa,
Penerapan demokratis itu ada ketika keterbukaan dan kesempatan yang
diberikan kepada setiap anggota Tim dalam menyatakan pendapat dan
keterbukaan informasi disetiap pertemuan mengenai hibahhal ini telah

dilakukan pada rapat-rapat Tim evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan
hibah pada kantor kami.
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Senada dengan pendapat Kasubag Program dan Pelaporan Dinas

Pertanian Provinsi Sulawes: Barat, yaitu Bapak Muliadi, SP, MM melalui
wawancara yang berlangsung han Rabu tanggal 18 Desember 2017
mengatakan bahwa:
Saya pikir sudah cukup demokratis, karena setiap anggota Tim verifikasi
dibenkan ruang untuk mengemukakan pendapat/masukan, kemudian adanya
keterbukaan informasi serta adanya penglibatan/partisipasi dani masing-
masing anggota Tim dalam proses pengambiian keputusan mengenai teknis
pelaksanaan verifikasi dan dalam memutuskan hasil rekomendasi.

Hasil wawancara diatas kepada beberapa informan dapat dijelaskan
bahwa penerapan demokratis pada implementasi kebijjakan penerima bantuan
hibah di Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat sudah berjalan baik, sudah
ada ruang untuk mengemukakan pendapat, ada ruang untuk keterbukaan
informasi dan ada ruang untuk berpartisipas: dalam melaksanakan kebijakan
ini.

Adapun hasil pengamatan penulis melihat bahwa sikap demokratis para
pelaksana kebijakan verifikasi calon penerima hibah pada Dinas Pertamian
Provinsi Sulawesi Barat, sudah demokratis. Hal ini dapat dilihat dari setiap
bidang dan anggota Tim Venfikasi memiliki peran sesuai dengan tugas yang
diberikan, adanya saling bertukar pendapat dan penyusunan rekomendasi bagi
calon penerima bantuan hibah yang layak atau tidak layak menerima bantuan
hibah, yang sah ketika semua anggota Tim Verifikasi menyetujui dan

menandatangani rekomendasi tersebut. Bentuk Bantuan hibah Peternakan

dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43575.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43p75.pof

bantuan hibah pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi calon penerima/penerima
bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, kepada beberapa
orang informan yang terlibat didalam pelaksanaan kebijakan ini, sebagai
berikut, Wawancara kepada Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi
Barat, yaitu Bapak Bau Akram Dat yang berlangsung hari Senin tanggal 11
Desember 2017 mengatakan bahwa,

Jadi seperti ini, sejak tahun lalu 2013 insentif pelaksana kebijakan atau
implementor evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah sudah tidak
ada.Hal imi disebabkan dengan adanya kebijakan Tambahan Penghasilan
Pegawai (TPP), jadi yang didapatkan para pelaksana kebijakan mi hanya biaya
PerjalananDinas ketika turun kelapangan. Jadi jumah insentif yang diterima
para pelaksana kebijakan masih kurang bahkan bisa dikatakan tidak ada.Hal
ini sangat mempengaruhi kinerja para pelaksana kebijakan. Disisi
laintanggungjawab dan resiko pekerjaan sangat berat.

Senada dengan pendapat Kasubag Program dan Pelaporan Dinas
Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Bapak Muliadi, SP, MM melalui
wawancara yang berlangsung hari Senin  tanggal 18 Desember 2017
mengatakan bahwa,

Mengenai insentif agak dilematis memang karena kita diperhadapkan dengan
kebijakan anggaran pemerintah daerah provinsi yang tidak diperbolehkan lagi
belanja honor pegawai, karena adanya kebijakan TPP oleh Pemerintah ya
konsekwensinya belanja honor pegawai dihilangkan semua, jadi sudah include
dalam TPP. Jadi berbicara jumlah innsentif yang diterima masih dikeluhkan
oleh hampir seluruh anggota Tim Verifikasi karena kebijakan TPP berlaku
secara umum, karena pegawai yang tidak terlibat dalam Tim Verifikasi juga
berhak menerima TPP.

Hasil wawancara diatas kepada beberapa informan dapat dijelaskan
bahwa jumlah insentif yang diterima oleh para pelaksana pada implementasi

kebijakan pemberian bantuan hibab pada pelaksanaan evaluasi/venfikasi calon

penerima bantuan hibah di Dinas Pertamian Provinsi Sulawesi Barat masih
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dikeluhkan, karena tidak tersediz insentif khusus bagi Tim evaluasi/verifikasi,
melainkan hanya TPP, yang mana TPP im1 semua pegawai berhak menerima,

Adapun hasil pengamatan penulis melihat bahwa insentif bagi para
pelaksana kebijakan atau implementor kebijakan pemberian bantuan hibah
pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi calon penerima hibah pada Dinas
Pertanian Provinsi Sulawesi Barat tidak ada. Hanya perjalanan dinas yang
diberikan ketika turun ke lapangan untuk melaksanakan venfikasi.
Menymggung tentang tambahan penghasilan pegawai (TPP) itu berbeda
karena TPP i berleku untuk umum, dimana semua pegawai
dibayarkan Disatu sisi Tim Verifikasi memikul pekerjaan cukup berat dan
resiko tanggungjawab sangat tinggi. Selanjutnya mengenai ketepatan waktu
insentif yang diterima oleh pelaksana kebijakan penerima hibah pada Dinas
Pentanian Provinsi Sulawesi Barat, dapat dilihat wawancara penulis kepada
beberapa orang informan yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini,
sebagai berikut;

Wawancara kepada Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat,
yaitu Bapak Andi Bau Akram Dai yang berlangsung har Senin tanggal 11
Desember 2017 mengatakan bahwa:

Menurut saya, karena insentif khusus bagi Tim Pelaksana evaluasi/venfikasi
tidak tersedia, dan saya menganggap bahwa TPP itu bukan sebagai insentif
bagi Tim evaluasi/verifikasi sebab berlaku umum bagi semua pegawai, maka
untuk mengetahui ketepatan waktu pembenan insentif tidak ada.Kemudian
mengenai biaya perjalapan dinas ketika tunun kelapangan untuk venfikasi

tidak tepat waktu diberikan, karena terkadang kita jalan duluan kelapangan,
namun biaya perjalanan belum dibayarkan.
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Wawancara kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dinas Pertanian Provinsi Sulawes: Barat, Bapak Ir. Agus Rauf, MM yang
berlangsung hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 mengatakan bahwa:
Jadi begini, kalau TPP tersebut kita kategorikan sebagal insentif dalam
konteks pelaksanaan kebijakan ini, maka menurut saya TPP itu bukan sebagai
insentif Tim Pelaksana evaluasi/verifikasi, dan ketepatan waktu pemberiannya
tidak dapat diukur karena secara khusus insentif yang disediakan bagi Tim
pelaksana evaluasi/verifikasi, faktanya memang tidak ada.

Hasil wawancara diatas kepada beberspa informan dapat diyjelaskan
bahwa ketepatan waktu pemberian insentif kepada para pelaksana pada
implementasi kebijjakan pemberian bantuan hibah pada pelaksanaan
evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah di Dinas Pertanian Provinsi
Sulawesi Barat tidak dapat diukur, karena secara khusus msentif Tim
evaluasi/verifikasi tidak tersedia. Begitu juga dengan pembayaran biaya
perjalanan dinas belum begjalan baik.

Adapun hasil pengamatan penulis melihat bahwa ketepatan waktu
pemberian insentif kepada para pelaksana implementas: kebjakan pemberian
bantuan hibah pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi calon penerima hibah pada
Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat tidak dapat diukur. Namun kalau
TPP dikategorikan insentif bagi Tim Pelaksana kebijakan, maka pemberiannya
lancar (setiap awal bulan diterima). Dan untuk biaya perjalanan dinas
terkadang bermasalah di pembayaran yang tidak tepat waktu.

Hasil wawancara tersebut diatas dan hasil observasi penulis dapat

dijelaskan bahwa sebagian besar informan yang memberikan pendapat tentang

jumlah msentif dan ketepatan waktu insentif yang diterima oleh pelaksana
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kebijakan pemberian bantuan hibah pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi calon
penerima bantuan hibah tidak berjalan baik, 1ni disebabkan karena insentif
khusus bagi Tim pelaksana evaluasi/verifiksi tersebut tidak tersedia. Demikian
dari hasil analisis data wawancaradan observasi penulis serta data
dokumentasi yang ada, dapat digambarkan bahwa aspek disposisi berupa
variabel perangkat birokrasi untuk indikator komitmen dan penerapan
demokratis para pelaksana kebijakan im sudah berjalan baik, namun untuk
indikator kejujuran para pelaksana belum berjalan batk. Sedangkan penerapan
varabel insentif untuk jumlah yang diterima dan waktu penyerahan insentif
kepada para pelaksana kebijakan tersebut belum berjalan baik dan bahkan
tidak berjalan karena insentif tidak tersedia.
C. Pembahasan
Pembangunan peternakan sehagai bagian dari pembangunan sistem
agribisnis nasional menjadi bagian penting dalam mewwjudkan ketahananan dan
swasembada pangan bagi penduduk Indonesia. Khususnya kebutuhan akan protein
Liewani seperti daging, susu dan telur melalui implementasi kebijakan penerima
hibah peternakan. Sektor peternakan diharapkan dapat menekan angka kemiskinan
yang menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di
Indonesia.Salah satu masalah yang sering timbul dalam kaitan hubungan antara
pemerintah dengan masyarakat adalah dalam bidang public services (pelayanan
umum), terutama dalam hal kualitas atau mutu pelayanan apamtur pemerintah

kepada masyarakat.
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Pemerintah sebagai penyedia jasa bagi masyarakat dituntut untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat
dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu mentalitas aparat, kemampuan dan
keterampilan, sarana dan prasarana serta kesejahteraan pegawai. Pelayanan publik
oleh aparatur pemerintah dewasa int masih banyak dijumpai kelemahan sehingga
belum dapat memenuhi kuvalitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai
dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat, sehingga dapat menimbulkan
citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah.

Pembangunan pertanian dan peternakan memiliki peran yang strategis
dalam perekonomian nasional, Peran strategis pertanian dan peternakan tersebut
digambarkan melalui konstribusi yang nyata pembentukan capital ; penyediaan
bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bioenergi, penyerap tenagakerja,
sumber devisa negara,sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui
praktek usahatani yang ramah lingkungan. Berbagai peran strategis pertanian
dimaksud sejalan dengan tujuan pembangunan perekonomian nasional yaitu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, mempercepat pertumbuhan
ekonomi, mengurangi kemiskinan, menyediakan lapangan kerja, serta memelihara
keseimbangan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pertanian Sulawesi Barat
telah memberikan konstribusi besar dalam pelaksanaan pembangunan. Walaupun
masih dijumpai berbagai kelemahan danhambatan yang dihadapy dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanian Sulawesi Barat terus
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membenahi diri dan melakukan penyesuaian terhadap berbagai perubahan dan
perkembangan pembangunan yang semakin kompleks.

Agenda utama Dinas Pertanian Sulawesi Barat untuk mengantisipasi
masalah dan kendala yang sebelumnya belum sepenuhnya tertangani dan yang
diperkirakan akan timbul pada 6 (enam) tahun kedepan sebagai akibat perubahan
lingkungan strategis yang dinamis, baik lingkungan strategis ditingkat
regional,nasional maupun global, yaitu menjaga kedaulatan pangan dengan
menjamin ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal.
Rencana Strategis disusun untuk menjamin kontinuitas dan konsistenst program
pembangunan pertanian dan petemakan sekaligus menjaga focus sasaran yang
akan dicapai dalam periode tersebut.

Mengacu pada Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No.32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan di Daerah serta mengacu pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerab (RPJMD), maka Rencana Strategis (Renstra) periode
2016-2021 juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indicator
keberhasilan yang dapat diukur dan diversifikasi, sehingga dapat dijadikan acuan
dalam pengendalian dan evaluasi.

Renstra Dinas Pertanian Sulawesi Barat merupakan penjabaran lebih rinci
RPIJMD kabupaten/kota tahun 2016-2021 dalam kerangka pelaksanaan program
dan kegiatan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam rangka
pelaksanaan urusan pilihan pertanian di Sulawesi Barat, maka Renstra Dinas

Pertanian Sulawesi Barat merupakan bagian tidak terpisahkan dari RPJM
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Nasional dan RPJP Daerah. Renstra merupakan proses yang berorientast pada
hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1(satu) sampai dengan 5(lima) tahun
dengan memanfaatkan seluruh pengetahuan dan keahlian sumberdaya manusia
lainnya, untuk mengantisipasi perubahan dan tuntutan perkembangan lingkungan
stratejik regional, nasional dan global.

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pertanian adailah sebagai pedoman
kerja Dinas Pertanian yang berstfat jangka menengah dan sekaligus sebagai acuan
dalam Penyusunan Renja Dinas Pertanian dan RKA. Perencanaan Strategis Dinas
Pertanian diperlukan untuk beberapa alasan:

1. Merencanakan dan melakukan perubahan strategis.
2. Mengelola keberhasilan.

3. Orientasi pada masa depan.

4. Adaptasi.

5. Pelayanan prima (serviceexcellence).

Tujuan penyusunan Renstra DinasPertanian adalah mewujudkan visi dan
misi dengan melakukan intervensi strategis bagi pelaksanaan pembangunan,
melalui upaya pengembangan terintegrasi—terkoordinasi bidang-bidang yang
strategic dalam rangka menentukan nasib kehidupan dan eksistensi daerah di
masa depan. Renstra merupakan Rencana Stratejik mempunyai maksud dan
tujuan sebagai berikut:

a. Terwujudnya adaptasi atas perubahan lingkungan stratejik.
Reformasi yang masih bergulir membawa konsekuens: logis adanya

perubahan paradigm pemerintahan dalam rangka memenuh: tuntutan
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masyarakat. Untuk merespon tuntutan tersebut diperlukan adanya penyesuaian
terhadap lingkungan stratejik, sehingga instansi: akan mudah untuk menjawab
apa yang dinginkan oleh masyarakat. Renstra telah mengakomodir
permasalahan tersebut, yaitu pada saat analisis SWOT yang memperhitungkan
kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman. Dengan analists SWOT
tersebut akan lahir strategi-strategi yang nantinya akan diterjemahkan kedalam
kegiatan.

b. Terwujudnya pengelolaan keberhasilan pembangunan pertanian dan
peternakan.

Untuk mewunjudkan keberhasilan organisasi diperlukan faktor-faktor kunci
keberhasilan yang membimbing organisasi sehingga tidak salah arah dan salah
sasaran. Semua itu bias dimungkinkan karena didalam Renstra telah
ditentukan faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditentukan dengan
mempertimbangkan keterkaitan dengan visi, misi dan nilai-nilai luhur
organisasi.

¢. Terciptanya orientasi ke masa depan.

Penyusunan Renstra mi juga telah memperhitungkan apa yang akan
dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan sehingga orientasinya juga telah
mt?mperhitungkan apa vyang perlu dilakukan kedepan dalam rangka
mewujudkan visi vany telah ditetapkan,

d. Terwujudnya rencana program utama yang akan dicapai selama kurun waktu

tertentu.
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Berdasarkan faktor-faktor kunci yang telah ditetapkan, maka ditetapkan
tujuan,sasaran dan program utama beserta indikator-indikator kinerja yang
akan dicapai selama kurun waktu yang telah ditetapkan.

e. Terwujudnya pelayanan prima.

Tujuan yang tidak kalah pentingnya dari Renstra ini adalah dalam rangka
pelayanan prima kepada masyarakat. Hal ini disebabkan salah satu indicator
keberhasilan suatu instansi ditentukan seberapa besar instansi tersebut mampu

mewujudkan pelayanan primanya kepada masyarakat.
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BAB Y

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menyimak hasil analisis dan pembahasan tentang implementasi kebijakan
pemberian bantuan hibah Petermakan pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi
penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, maka
dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Implementasi  kebiyakan  pemberian  bantuan  hibah  pelaksanaan
evaluasi/verifikasicalon penerima bantan hibah pada Dinas Pertanian
Provinsi Sulawesi Barat ditinjau dari aspek komunikasi, yakni berupa
penerapan variabel transmuisi, kejelasan dan konsistensi sudah berjalan dengan
baik.

2. Implementasi kebijakan pembenan bantuan hibah pada pelaksanaan
evaluasi/verifikasi penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi
Sulawesi Barat ditinjae dari aspek sumber daya, yakni berupa variabel staf
SDM masih terbatas dan belum memadai dan untuk variabel nformasi,
wewenang dan fasilitas sudah memadat.

3. Implementasi kebijakan pemberian bantuan hibah pada pelaksanaan
evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian
Provinsi Sulawesi Barat ditinjau dari aspek disposisi/sikap, yaknt berupa
variabel perangkat birokrasi sebagian besar sudah begalan baik, hanya

terkendala pada indikator kejujuran yang belum berjalan baik. Sedangkan
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penerapan variabel insentif untuk indikator jumlah yang diterima dan waktu
penyerahan insentif tidak tersedia,

4. Implementasi kebijakan pemberian bantuan hibah pada pelaksanaan
evaluasi/verifikasi calon penerima/penerima bantuan hibah pada Dinas
Pertanian Provinsi Sulawesi Barat ditinjau dari aspek struktur birokrasi, yakni
berupa vanabel Standar Operasional prosedur sudah herjalan dengan baik,
demikian pula halnya pada penerapan variabel fragmentasi sudah berjalan

dengan baik.

B. Saran
Bertitik tolak dan kesimpulan di atas sehagai inti persoalan yang dibahas,
maka dikemukakan heberapa saran sebagai berikut:

I. Perlu lebih ditingkatkan intensitas pertemuan antara pengambil kebijakan
dengan pelaksana/implementor kebijakan dan sosialisasi pada calon penerima
hibab, sehingga pelaksanaan komunikasi dapat ditransmisikan dengan baik,
kejelasan informasi, dan terwujudnya konsistensi yang lebih baik.

2. Sumber daya khususnya kuantitas dan kualitas staf pelaksana kebijakan
pemberian bantuan hibah pada pelaksanaan evaluasi/venfikasi inmi perlu
ditingkatkan, karena masih banyak penerima hibah di kabupaten yang harus
diverifikasi, serta beban kerja dan tanggungjawab yang relatif besar.

3. Sikap komitmen, kejujuran dan demokratis yang telah terbangun masih pertu
ditingkatkan. Hal yang tidak kalah pentingnya untuk menyediakan insentif
bagi pelaksana/implementor kebijakan sebagai perangsang dan pendorong

dalam menmngkatkan kinerja dan disiplin.
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L IDENTITAS INFORMAN
1. Nama

2. Jabatan

1i. KOMUNIKASI
a. Transmisi

1. Bagaimanakah pendapat Bapak/ibu tentang keselarasan pendapat antara para
pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan
pelaksanaan verifikasi calon penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian
Provinsi Sulawesi Barat ?

2. Bagaimanakah pendapat Bapak/ibu tentang informasi yang dikeluarkan atau
yang disampaikan melalui urutan atau hierarki tentang implementasi
kebijakan venfikasi calon penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian
Provinsi Sulawesi Barat ?

3. Bagaimanakah pendapat Bapak/ibu tentang persepsi atau keingintahuan para
pelaksana untuk mengetahui persyaratan-persyaratan implementasi kebijakan

calon penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat ?
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b. Kejelasan

1. Bagaimanakah pendapat Bapak/ibu tentang kejelasan komunikasi kebijakan
yang diterima pelaksana verifikasi calon penerima bantuan hibah pada Dinas
Pertanian Provinsi Sulawesi Barat ?

2. Bagaimanakah pendapat Bapak/ibu fleksibilitas komunikasi dalam
melaksanakan verifikasi calon penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian
Provinsi Sulawesi Barat ?

c. Konsistensi

1. Bagaimanakah pendapat Bapak/ibu konsistensi perintah dilapangan pada saat
pelaksanaan verifikast calon penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian
Provinsi Sulawesi Barat ?

2. Bagaimanakah pendapat Bapak/ibu jika terjadi inkonsistensi perintah
pelaksana dilapangan dalam implementasi kebijakan verifikasi calon penerima

bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat ?

{11, SUMBERDAYA
a. Staf
1. Bagaimanakah pendapat Bapak/ibu jumlah staf yang bertugas pada
implementasi kebijakan verifikasi calon penerima bantuan hibah pada Dinas
Pcrtanian Provinsi Sulawesi Barat ?
2. Bagaimanakah pendapat Bapak/ibu tentang kualitas dan kecakapan staf yang
bertugas pada implementasi kebijakan verifikasi calon penerima bantuan

hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat ?
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b. Informasi

1. Bagaimanakah pendapat Bapak/ibu tentang informasi mengenai bagaimana
melaksanakan kebijakan verifikasi calon penerima bantuan hibah pada Dinas
Pertanian Provinsi Sulawesi Barat ?

2. Bagaimanakah pendapat Bapak/ibu tentang ketaatan personil-personil lain
terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan implementasi kebijakan
verifikast calon penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi
Sulawesi Barat ?

c. Wewenang

1. Bagaimanakah pendapat Bapak/ibu tentang kewenangan yang telah dimiliki
secara formal pada implementasi kebijakan calon penerima bantuan hibah
pada Dinas Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat ?

2. Bagaimanakah pendapat Bapak/ibu tentang kewenangan yang telah dimiliki
oleh pelaksana apa sudah mencukupi atau belum dalam implementasi
kebijakan penenma bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi
Barat ?

d. Fasilitas

1. Bagaimanakah pendapat Bapak/ibu tentang ketersediaan fasilitas seperti
bangunan sebagai kantor untuk melaksanakan pelayanan tmplementasi
kebijakan veritikasi calon penenma bantuan hibah pada Dinas Pertanian

Provinsi Sulawesi Barat ?
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2. Bagaimanakah pendapat Bapak/ibu tentang dukungan prasarana lainnya
dalam mengoptimalkan kinerja implementasi kebijakan penerima bantuan

hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat ?

IV.  DISPOSISI/SIKAP
a. Perangkat birokrast

1. Bagaimanakah pendapat Bapak/ibu komitmen pelaksana implementasi
kebijakan penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi
Barat 7

2. Bagaimanakah pendapat Bapak/ibu tentang kejujuran pelaksana implementasi
kebijakan penerima bantuan hibah pada Dinas Pertaman Provinsi Sulawesi
Barat ?

3. Bagaimanakah pendapat Bapak/ibu tentang penerapan demokratis pelaksana
implementasi kebijakan penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian
Provinsi Sulawesi Barat ?

b. Insentif

1. Bagaimanakah pendapat Bapak/ibu tentang jumlah insentif yang diterima
oleh pelaksana implementasi kebijakan verifikasi calon penerima bantuan
hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat ?

2. Bagaimanakah pendapat Bapak/ibu tentang ketepatan waktu insentf yang
diterima oleh pelaksana implementasi kebijakan penerima bantuan hibah pada

Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat ?
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V. STRUKTUR BIROKRASI

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

1. Bagaimanakah pendapat Bapak/ibu tentang Standar Operasional Prosedur
pada implementasi kebijakan calon penerima bantuan hibah pada Dinas
Pertanian Provinsi Sulawesi Barat ?

2. Bagaimanakah pendapat Bapak/ibu tentang implementasi Standar Operasional
Prosedur pada implementasi kebijakan verifikasi calon penerima bantuan
hibah pada Dinas Pertantan Provinsi Sulawesi Barat 7

b. Fragmentas:

1. Bagaimanakah pendapat Bapak/ibu tentang upaya penyebaran tanggung jawab
kegiatan-kegiatan pada implementasi kebijakan calon penerima bantuan hibah
pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat ?

2. Bagaimanakah pendapat Bapak/ibu tentang aktivitas-aktivitas pegawai
diantara beberapa umit kerja yang terkait pada implementasi kebijakan

penerima bantuan hibah pada Dinas Provinsi Sulawesi Barat ?

TERIMA KASIH
WASSALAM
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Adapun dokumen yang diperlukan adalah :

1. SK Tim verifikasi calon penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian
Provinsi Sulawesi Barat

2. Rekap daftar calon penerima hibah Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat

3. Beritaa cara verifikasi lapangan

4. Blanko verifikasi

5. Blanko monitoring dan evaluast

6. Beberapa Proposal permintaan bantuan hibah dan kelompok Temnak.
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PERSYARATAN PROPOSAL DAN SOP
URAIAN KELEMBAGAAN (KELOMPOK TAN!/TERNAK])

Berita Acara Pembentukan Kelompok diketahui PemerintahTerkait
Daftar Hadir Pembentukan Kelompok
Susunan Pengurus Kelembagaan
Struktur Pengurus Ketembagaan
Akta pengukuhan beserta nomornya
Potensi Kepemilikan Anggota
a. Lahan kering Dan LahanBasah
b. Ternak Besar, Kecil danUnggas

. Anggaran dasar Kelembagaan
Anggaran RumahTangga Kelembagaan
9. Foto Copy

a. Kartu Keluarga { KK } semua anggota

b. Kartu Tanda Penduduk ( KTP )semua anggota

c. Rekening Bank Lembaga

d. NPWP Kelembagaan

e. Dena Lokasi, Alamat Sekretariat/ Hamparan Anggota
10.BukuPendukung 12 Buah
a. Buku Tamu
b. Buku Induk
c. Buku Kas

o vk wn R

0 ~

11. Harus Terdaftar di SIMLUR { Sistem Informasi Penyuiuh )
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DINAS PERTANIAN PROVINSI SULAWES] BARAT

> L
K MUTU BAKU
X DINAS PERTANIAN . . f
o ) ) '
NO & .
= & . . ' - -
o N o o | oo | €
&y TEAM KADIS & KELENGKAPAN o i & '
& - X ~-OUTPUT
o -] : . :
1 |Surat Permohonan Kelengkapan dok. Proposal lan-Mei Keiengkapan dok.
Proposal
% Proposal Minimal memuar: Latar
Periksa surat permohonan dengan dok Tidak Ya betakang; Maksud dan tujuan;
2 |proposal, dan dicek kip tersebut masuk Rinclan Rencana kegiatan; jadwal |1-Minggu Rekomendasi
dalam SIMLUH/tidak kegiatan dan Rencana penggunaan
BH
Evaluasi Proposal dan melakukan A ) Disposis| dan
L dasi dan P |
3 identificasi kelompok CRCE -& Aekomendasi dan Proposa ! Minggu Proposal
Evaluasi proposat dan verifikasi “ ] i
Pedoman Evaluasi Proposal yang
I .
4 |berdasarkan r,_‘edoman yang ditetapkan ditetapkan oleh Kepala Dinas 2 Minggu Rekomendas!
oleh Kepala Binas
. dinasi -
5 Klepalg dines melakukan koordinasi dan ; proposal hasil evaluasi 3 hari Rekomendasi
sinergitas dengan SEKDA 2
Kepala dinas menyampaikan hasi Hibeh B/J
evaluasi Proposal setalzh berkoordinast
dengan SEKDA, kepada Gubernur ) .
' Hibah i i
6 melalui TAPD, untuk Hibah Barang/iasa, ang proposal hasi! evaluasi 2 hari Rekamendasi
untuk hibah uang disampaikan oleh
PPKD
Prioritas dan sesuai dengan
TAPD memberikan pertimbangan kemamampuan keuangan daerah,
7 |kepada Gubernurberdasarkan yang dituangkan dalam Daftar 2 harl DMC-PBRH
rekomendasi dari Kepala Dinas/5KPD Hormatif Calon Penerima Belanja
Hibah {DNC-FBH)
g Dasar Percatuman dalam Rancangan ' N DNC_PBH Juni Rancangan KLA
KLIA PPAS untuk anggaran Tahun Berlkut AN J PPAS
Bokumeh
9 |RAPED Tahun Berikut Rancangan KUA PPAS 1 Minggu |Rancangan KUA

PPAS

Keterangan:

=»  melambangkan arah prosedur

-»  Dimulai dan berakhirnya suatu keglatan
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Judul Penelitian: Implementasi Kebijakan Bantuan Hibah Peternakan Pada Dinas Pertanian
Provinsi Sulawesi Barat

No Fokus Penelitian

Uraian Jawaban Informan

1 | Aspek Komunikasi 1.

a. Bagaimana
transmisi
(penyaluran)
komunikasiapasud
ah terjadi
keselarasan,
efektifitas perintah

dengan
urutan/hierarki dan
persefsi dan
keingintahuan para
pelaksana

kebijakan tentang
persyaratan- 2.
persyaratan

kebijakan ini.

b. Bagaimana
kejelasan
komunikasi yang
berhubungan
dengan kebijakan
ini, serta
bagatmana
penerapan
fleksibilitas 3.
komunikasi

¢. Bagaimana
konsistensi
perintah
dilapangan  dan
bagaiman jika
terjadi
inkonsistensi  apa

HH (07 Desember 2017), Keberadaan pelaksanaan
evaluasi/verifikasi calon penerima hibah dikantor ini
sudah berjalan dar tahun 2012 yang lalu. Dimana
sebagian anggota tim pelak sana sudah memiliki
pengalaman, jadi menurut saya perintah-perintah
yang dikeluarkan dalam pelaksanaan
evaluasi/verifikasi calon penerima hibah di Dinas
Pertanian Provinsi Sulawesi Barat oleh penentu
kebijakan kepada para pelaksanasudah berjalan
dengan baik atau sudah terjadi keselarasan antara
para pelaksana.Tentunya dengan pelaksanaan
pertemuan dan rapat yang dilakukan merupakan
salah satu upaya untuk mewujudkan keselarasan
dimaksud.

BB (11 Desember 2017), Secara umum pelaksana
dalam hal ini Tim evaluasi/verifikasi calon penerima
bantuan hibah yang melaksanakan
perintah/kebijakan dari pengambil kebijakan sudah
berusaha untuk memahami perintah dimaksud, maka
untuk mewujudkan keselarasan sudah begalan
dengan baik, upaya untuk menyelaraskan pendapat
tidak hanya dilakukan pada rapat dan pertemuan
saja, melainkan sering kita lakukan juga cerita-centa
atau diskusi lepas dengan teman-teman anggota
Tim.

AR (14 Desember 2017), dalam pelaksanaan
Identifikasi Calon Penerima bantuwan /CPCL,
evaluast/verifikasi calon penerima bantuan teiah
sesual prosedur tahapan (Protap) vang berlaku, dan
terkait  dengan  penentu  kebijakan  telah
menyampaikan perintah dengan baik melalui
beberapa kali rapat maupun pertemuan, sehingga
para pelaksana kebijakan sudah dapat memahami
dengan baik dan juga sudah terbangun keselarasan.
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yang dilakukan, 4. AR (22 Desember 2017), Begini ya, umumnya para
pelaksana  kebijakan  baotuan  hibah  pada
pelaksanaan Identifikasi kelompok,
evaluasi/verifikasi penerima bantuan hibah
peternakan ini, saya melihatnya sudah memiliki
pemahaman yang cukup baik, selaras dengan
pandangan dan pendapat dari penentu kebijakan. Apa
vang dilaksanakan oleh Tim evaluasi/verifikasi
sudah selaras dengan apa yang diarahkan oleh
penentu kebijakan.

5. HH (07 Desember 2017) mengatakan bahwa, Saya
kira pengambil kebijakan telah melakukan
penyampalan informasi secara berjenjang atau
hierarki sesuai struktur organisasi kantor, tentunya
informast dari atasan tidak langsung turun kebawah
(staf) melainkan ke Kepala Bidang kemudian turun
ke Kepala Seksi dan ke Staf. Sistim ini sudah baik
dan efektf yang dilakukan pada pelaksanaan
evaluasi/verifikast penerima bantuan hibah, karena
melalul penyampaian informasi secara hierarki
memberikan waktu dan ruang yang cukup untuk
melakukan penjelasan informasi.

6. BA (n Desember  2017) mengatakan
bahwa,mengatakan bahwa,informasi yang
disampaikan melalm urutan hierarki sudah begalan
sebagaimana mestinya, dimana perintah yang
dikeluarkan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-
masing, cara ini memberikan efek yang baik dalam
pelaksanaan evaluasi/verifikasi pada kebijakan
pemberian bantuan hibah.

7. AR(14 Desember 2017), Menurut saya aliran
informasi dari pengambil kebijakan ke pelaksana
kebijakan dalam hal i Tim evaluasi/verifikasi 1tu
sudah berjalan secara berjenjang atau hierarki, jadi
informast berbentuk apapun apakah itu intruksi atau
pengaraban-pengarahan dari pengambil kebijakan
secara hierarki sampai ke para pelaksana kebijakan,
dan itu sudah baik dilakukan seperti itu,

8. AR (22  Desember 2017) mengatakan
bahwa,informasi atau penyampaian pelaksanaan
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10.

11

12.

evaluasi/verifikasi calon peneima hibah harus
berjenjang atau hierarki agar jelas siapayang
melaksanakan dan siapa yang bertanggung jawab
dan seterusnya.Tentunya informasi yang dilakukan
melalui hierarki/berjenjang sudah cukup baik dan
informasi tersebut sampai dengan jelas ke para
pelaksana kebijakan.

HH (07 Desember 2017), berpendapat babwa, para
pelaksana  kebijakan dalam hal ini Tim
Evaluasi/Verifikasi telah berupaya dengan baik
memahami tentang persyaratan-persyaratan
implementasi kebijakan tersebut, hal ini disadari
tentang pentingnya tahapan pelaksanaan
evatuast/verifikasi ini dalam menentukan layak atau
tidak layak yang akan menjadi bahan rekomendasi
calon penerima hibah ke Pimpinan Daerah melalui
ketua TAPD. Kemudian juga kekhawatiran
tanggung jawab dan resiko yang dipikul oleh para
pelaksana kebijakan ketika salah merekomendasikan
calon penerima hibah, karena bisa menjadi temuan
pihak.

BA (11 Desember 2017), menyatakan bahwa,
Seperti ini kondisinya, keingintahuan para pelaksana
verifikasi calon penerima bantuan hibah cukup
besar, ini ditunjukkan dalam tumbuhnya inovasi,
pertanyaan, bahkan permnyataan dalam penerapan
peraturan yang telah ada sehingga pelaksanaan
verifikasi calon penerima hibah berjalan baik dan
tidak menimbulkan masalah.

MU (18 Desember 2017), Keingintahuan atau
persepsi para pelaksana kebijakan tentang
persyaratan-persyaratan  implementasi  kebijakan
sudah berjalan dengan baik.

MT (18 Desember 2017), begini saya melihatnya
seperti ini, jadi kadang-kadang pelaksana kebijakan
dalam hal int pelaksana evaluasi/verifikasi
dilapangan terlihat ada perbedaan persepst dan
sedikit ada  perbedaan  pandangan  dalam
mengimplementasikan  evaluasi/verifikasi  calon
penerima bantwan hibah itu. Jadi antara para
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13.

14.

15.

16.

17.

pelaksana tidak sama persis caranya memandang.
AR (14 Desember 2017), mengenai kejelasan
komunikasi pada implementasi kebijakan ini,
Pelaksanaan ldentifikast Kelompok (CPCL),
evaluasi/verifikasi penerima bantuan hibah sudah
dilakukan dengan baik, tapi masih perlu
ditingkatkan melalui cara pembekalan secara intens
kepada Tim verifikasi sebelum turun kelapangan.

BS (14 Desember 2017),penerapan penyampaian
informasi melalui  komunikasi yang efektif
dilaksanakan melalui rapat-rapat secara berkala, baik
sebelum melaksanakan verifikasi maupun setelah
pelaksanaan verifikasi calon penenma bantuan
hibah, sehingga kejelasan komunikasi kebijakan
pemberian bantuan hibah pada pelaksanaan
evaluasi/verifikast calon penenma hibah sudah
terbangun dengan baik.

AR (22 Desember 2017), pengkomunikasian atau
penyampaian  pesan-pesan  komunikasi  dalam
pelaksanaan kebijakan tersebut yang disampaikan
oleh pengambil kebijakan itu, saya kira sudah
diterima dengan cukup jelas oleh pelaksana
kebijakan, artinya pesan komunikasi sudah
ditransmisikan dengan cukup jelas, dimana sudah
bisa diterima dan dimengerti oleh para pelaksana.
HS (07 Desember 2017),Seperti int yang terjadi,
Pelaksanaan evaluasi/verifikasi calon penerima
hibah dikantor kami, dimana komunikasi yang
dibangun tersecbut memang membenkan rtuang
kepada para pihak untuk menyampaikan pendapat
atau informasi, schingga terjadi fleksibilitas dalam
pelaksanaan kebijakan tersebut, namun tetap pada
koridor tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

BS (14 Desember 2017), Sesungguhnya fleksibilitas
komunikasi sangat penting diterapkan dalam
mengimplementasikan suatu kebijakan, selama tidak
keluar dari ketentuan sesuai aturan yang telah
ada.Demikian juga dalam pelaksanaantahapan
evaluasi/verifikasi calon penerima hibah telah
dilaksanakan hal tersebut dengan baik.
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18. BA (11 Desember 2017), fleksibilitas komunikasi
tetap ada sesuai dengan kebutuhan teknis, sepanjang
tidak melanggar regulasi yang tetah ditetapkan.

19. ML (18 Desember 2017), jadi begini, berbicara
tentang fleksibilitas komunikasi, kenyataan yang
saya lihat bahwa antara pelaksana evaluasi/verifikasi
dengan pihak calon penerima bantuan hibah itu
terbangun komunikasi model 2 arah, apakah
komunikasinya di inisiasi oleh pelaksana verifikasi
atau sebaliknya. Tetapi seringkali yang terjadi
adalah mereka saling berinteraksi secara 2 arah Hal
inilah merupakan indikator fleksibilitas komunikasi.

20. HH (07 Desember 2017), semua pihak atau para
pelaksana kebijakan sudah berusaha dengan baik
untuk tetap konsisten dilapangan dalam pelaksanaan
tahapan evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan
hibah sesuai dengan perintah yang telah ada, ini kan
sudah jelas peran dan tugas masing-masing pihak.

21.BA (11 Desember 2017), sudah cukup konsisten
perintah  dilapangan pada saat pelaksanaan
evaluasi/verifikasi calon penerima hibah, karena
semua keputusan yang dikeluarkan lahir dari hasil
rapat. Kemudian juga dalam melaksanakan
kebijakan ini telah diformulasikan instrument-
instrumen yang akan dipedomani. Dan teman-teman
Tim evaluasi/verifikasi dalam melakukan venfikasi
tidak keluar dan instrument-instrumen yang telah
dibuat.

22. AR (14 Desember 2017), pelaksanaan akan tetap
konsisten dilapangan oleh karena implementasi
regulasi tentang hibah ditindaklanjutt dengan
pembuatan formulir verifikasi yang mengikat dan
dapat dipertanggunglawabkan mulai dan tingkat
desa, kecamatan sampai dengan tingkat kabupaten
tentang objek yang akan diverifikasi.

23.BS (18 Desember 2017), sejauh yang saya alami,
sudah terdapat konsistens: antara instruksi dan
pengambil  kebijakan dengan apa yang di
implementasikan oleh para pelaksana kebijakan
secara berjenjang dilapangan. Contohnya dimana
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24,

25.

26.

27.

instrument yang digunakan dalam verifikasi
dilapangan sesuai dengan format yang telah ada.
Jadi pedoman-pedoman yang diinstruksikan, itu juga
yang digunakan dilapangan, hal tersebut merupakan
mdikator konsistensi.

HH (07 Desember 2017), ketika terjadi inkonsistensi
perintah pelaksana dilapangan dalam melaksanakan
tahapan evaluasi/verifikasi, seharusnya dihentikan
dulu pelaksanaan verifikasi tersebut. Kemudian
dilakukan rapat membahas penyebab terjadinya
inkonsistensi untuk mendapatkan solusi.

BA (11 Desember 2017), nah ini menarik, menurut
saya Tim pelaksana evaluasi/verifikasi harus
mempersiapkan langkah-langkah antisipatif jika
terjadi  inkonsistensi  pelaksanaan  verifikasi
dilapangan, umpamanya dengan menyederhanakan
format/instrument  yang  ada  atau kita
mempersiapkan instrument alternatif jika misalnya
instrument yang digunakan sulit diterapkan
dilapangan, atau kita memutuskan untuk tidak
melanjutkan  melaksanakan  verifikasi  ketika
deviasinya sangat lebar antara keadaan dilapangan
dengan instrument yang ada.

BS (18 Desember 2017), inkonsistensi dilapangan
akan berakibat terhadap para pelaksana kebijakan itu
sendiri, karena itu adalah tanggungjawab secara
teknis.

AR (14 Desember 2017), apabila terjadi
inkonsistensi perintah pada pelaksanaan kebijakan
dilapangan, harus dicari tahu penyebahnya.
Kemudian harus dilakukan evaluasi pelaksanaan dan
diarahkan kembali berpedoman pada instruksi yang
telah ada, sehingga tetap berada pada koridor tujuan
dan sasaran yang ingin dicapai. Karena kalau ini
tetap dibiarkan akibatnya akan fatal, dimana
rekomendasi yang akan disusun untuk menentukan
layak atau tidak layak mendapatkan calon penerima
hibah tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan
yang telah diatur dalam reguiasi.

Aspek Sumber Daya |1

BA (11 Desember 2017), sebaiknya dalam
melaksanakan evaluasi/verifikasi ke kelompok
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. Staf yang tersedia
pada pelaksanaan
evaluasi/verifikasi,
baik kuantitas
maupun kualitas

. Ketersedian
informasi
terkait
pelaksanaan
kebijakan ini

. Wewenang  yang
dimiliki secara
formal dan apakah
sudah mencukupi

yang
dengan

kewenangannya,

. Fasilitas yang
tersedia pada
Dinas, apakah
sudah
representative

masyarakat minimal dua orang agar dapat menilai
dengan obyektif kondisi kelompok tersebut. Namun
vang terjadi pada saat pelaksanaan verifikasi
dilakukan kekelompok ternak kadang tidak efektif
disebabkan kekurangan personil Tim verifikasi.

AR (14 Desember 2017), tya, untuk kuantitas Tim
evalusi/verifikasi calon penerima bantuan hibah
dikantor kami masih kurang, sedangkan ada sekitar
ratusan  kelompok ternak yang akan di
identifikasi/diverifikasi, kemudian juga lokasi
kelompok tersebut tersebar di 6 Kabupaten.

BS (18 Desember 2017), menurut saya jumlah
personil Tim pelaksana evaluasi/verifikasi calon
penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian
Provinsi Sulawesi Barat, rasionya tidak seimbang
dengan jumlah kelompok calon penerima bantuan
hibah yang harus diverifikasi. Coba bayangkan
personil tim verifikasi hanya 8 orang akan
memverifikasi lebih dari seratus kelompok calon
penerima hibah.

HH (07 Desember 2017), kualitas staf para
pelaksana  evaluasi/verifikasi calon penerima
bantuan hibah yang ditugaskan, sebagian petugas
kualitasnya masih kurang sehingga masih perlu
ditingkatkan, mengingat beban kerja yang
diamanahkan cukup berat dan tanggung jawab yang
dipikul sangat besar. Juga kegiatan ini bersentuhan
langsung kepada masyarakat, dimana karakter
masyarakat yang begitu kompleks yang harus
diverifikasi sebagai calon penerima bantuan hibah.
BS (18 Desember 2017), kalau menurut hemat saya,
untuk sebagian anggota Tim evaluasi/verifikasi
sudah menunjukkan kualifikasi yang bagus, tetapi
sebagian yang lain anggota Tim evaluasi/verifikasi
calon penerima bantuan hibah itu belum memiliki
wawasan yang memadai atau komprehensif dalam
memahami baik regulasi maupun dalam penerapan
tatacara atau teknis verifikasi sesuai regulasi yang
ada.

HH (07 Desember 2017), jadi begini, ketersediaan
informasi  tentang  bagaimana melaksanakan
evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah
telah ada, namun belum lengkap. Misalnya belum
tersedianya Juklak (petunjuk pelaksanaan} dan
Juknis (petunjuk teknis). Namun upaya untuk
memaksimalkan  informasi  dimaksud  sudah
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dilakukan juga dengan baik yaitu melalui sosialisasi
atau media informasi lainnya.

7 BA (11 Desember 2017)seperti yang telah
terungkap sebelumnya bahwa informasi sudah
cukup jelas karena semua dilakukan dalam sebuah
keteraturan. Dimana upaya penyampaian informasi
baik melalui pengumuman maupun sosialisasi juga
sudah berjalan.

8 BS (18 Desember 2017), memang menjadi sangat
penting ketersediaan informasi tentang bagaimana
melaksanakan evaluasi/verifikasi agar
pelaksanaannya  berjalan  obyektif. =~ Namun
kenyataannya informasi yang tersedia masih kurang
schingga persefsi tiap pelaksana maupun calon
penertma hibah terkadang berbeda.

9 HH (07 Desember 2017), secara umum ketaatan
personi-personil  lain  yang terlibat dalam
pelaksanaan kebijakan 1ni terhadap peraturan-
peraturan sudah baik, walaupun memang ada
beberapa laporan dan masyarakat tentang oknum
personil yang tidak taat pada aturan. Namun hal ini
kan masih indikasi atau issu yang berkembang,
karena kenyataannya sampai saat ini mengenai
pelaksanaan evaluasi/verifikasi hibah belum ada
terjadi personil yang terkait dalam persoalan hukum.

10 AR (14 Desember 2017),sebagian personil disinyalir
tidak taat pada peraturan-peraturan atau instrument
verifikasi yang telah disepakati, adanya indikasi
dalam melakukan verifikasi hersikap subyektifitas,
karena adanya pengaruh ikatan emosional antara
persontl dengan calon penerima hibah, apakah itu
ikatan emosional keluarga, pertemanan dan lain-
lain.

11 BA (11 Desember 2017), ketaatan adalah sebuah
keharusan, im berarti semua personil-personil lain
yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan
berpedoman pada aturan yang sama, sehingga
pelanggaran atau ketidak taatan dapat diminimahsir.

12 KM (20 Desember 2017), Kalau pengalamanku Bu,
petugas evaluasi/verifikast calon penerima hibah
yvang mendatangi ternak kami untuk melakukan
verifikast teknis (factual) sudah bertugas dengan
baik, tidak adaji yang macam-macam untuk minta
int minta itu. Semua berjalan dengan baik dan wajar.

13 HH (07 Desember 2017), saya kira kewenangan
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15

16

17

18

secara formal memang betul tefab dimiliki oleh tim
evaluasi/verifikasi dengan dilandasi payung hukum
yang jelas yaitu Peraturan Gubernur, Disposisi dan
SK Tim evaluasi/verifikast. Dengan demikian
karena adanya kewenangan yang bersifat formal
tersebut sehingga pelaksanaan kebijakan ini bisa
berjalan secara efektif, dapat meminmmalisir
intervensi dari pihak lain, dan jelas siapa yang
melaksanakan dan bertanggungjawab.

BS (18 Desember 2017), saya pikir, dengan adanya
kewenangan formal yang dimiliki oleh Tim
evaluasi/verifikasi memberikan dampak yang cukup
baik dalam menjalankan evaluasifverifikasi calon
penerima bantuan hibah, karena secara teknis SKPD
lebih memahami apa yang harus dilakukan dalam
merckomendasikan calon penerima hibah layak atau
tidak layak untuk menerima bantuan bibah.

BAD (11 Desember 2017), 1ya, kewenangan yang
telah dimiliki oleh pelaksana evaluasi/verifikast
yang bersifat formal, berdampak agar ketaatan
terhadap tugas dan tanggungjawab yang diberikan
dapat dilaksanakan dengan baik (akuntabel).
Dengan demikian secara konteks tanggungjawab,
SKPD tidak boleh  bemnain-main  dalam
melaksanakan evaluasi/verifikasi ini karena ketika
ada masalah SKPD vyang telah dibenkan
kewenangan ini harus bertanggung jawab.

AR (11 Desember 2017), kewenangan yang dimiliki
oleh pelaksana evaluasi/venfikasi calon penenma
hibah sudah mencukupi, tentunya kewenangan yang
dimaksud adalah dapat menentukan  atau
merekomendasikan  kelompok masyarakat calon
penerima bantuan hibah yang layak atau tidak layak
untuk mendapatkan bantuan hibah.

ML (18 Desember 2017), kewenangan cukup besar
diberikan kepada pelaksana kebijakan dalam hal ini
Tim evaluasi/verifikasi calon penerima hibah,
dengan memberikan tanggungjawab secara teknis
untuk melakukan verifikasi administrasi maupun
teknis (factual) sampal dengan memutuskan atau
merekomendasikan layak atau tidak layak vcalon
penerima hibah untuk mendapatkan bantuan.

PM (20 Desember 2017), waktu kelompok ternak
kami dikunjungi untuk dievaluasi/verifikasi oleh
petugas verifikasi, banyak yang kami ditanyakan
dan diperiksa mengenai legalitas dan keiengkapan
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dokumen usaha. Dari situlah Tim evaluasi/verifikasi
yang memutuskan bahwa usaha kami layak
mendapatkan  bantuan  hibah. Jadi menurut
pengalaman saya, petugas verifikasi sangat
menentukan untuk  meloloskan mendapatkan
bantuan hibah.

HH (07 Desember 2017), pelaksanaan
evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah
khususnya pelayanan verifikasi administrasi kepada
masyarakat dilaksanakan dikantor Dinas Pertanian
Provinst Sulawesi Barat. Tentunya fasilitas gedung
kantor dan fasilitas penunjang lainnya sudah
memadai dan representative. Dan bal ini mendukung
dalam pelayanan yang baik kepada calon penerima
bantuan hibah.

BS (18 Desember 2017), kalau sejauh yang saya
lihat, ketersediaan fasilitas gedung kantor atau
ruangan kerja sudah cukup memadai artinya sudah
representative. Karena Tim evaluasi/verifikasi telah
difasilitasi ruang untuk tempat beraktivitas
melaksanakan kebijakan tersebut pada untuk
melakukan evaluasi/verifikasi calon penerima
bantuan hibah.

RS (20 Desember 2017), begini pak, kalau mepurut
pengalaman saya waktu kekantorka dulu di Dinas
Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, saya lihat
fasihitas gedung sudah sangat baik, apalagi gedung
kantomya masih baru juga, kantomya masih baik
dan masih lengkap semua fasilitas.

AR (14 Desember 2017), untuk dukungan fasilitas
sarana dan prasarana dalam  pelaksanaan
evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah di
kantor kami, sudah memadai dan cukup lengkap,
dan i1 mendukung dalam upaya mengoptimalkan
kinerja para pelaksana kebijakan. Seperti misalnya
ketersediaan computer, laptop, print, mesin
fotocopy, ATK dan lainnya sudah memadai.

BAD (14 Desember 2017), begini, dukungan sarana
dan prasarana lainnya sudah memadai seperti ATK,
peralatan kerja, meubeler dan bahkan sampai
kendaraan operasional untuk turun kelapangan
melaksanakan evaluasi/verifikasi terkadang juga
disiapkan. Jadi dukungan sarana dan prasarana
tersebut sangat menunjang dalam mengoptimalkan
kinenja.

Aspek Disposisi/sikap | 1.

HH (07 Desember 2017), sejatinya semua pihak
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a. Bagaimana

perangkat birokrasi

mengenai
komitmen,
kejujuran dansikap
demokratis  yang
dimiliki oleh para
pelaksana
kebijakan
. Bagaimana
penyediaan  dan
ketepatan  waktu

pemberian insentif
yang lakukan pada
pelaksanaan
evaluasi/verifikasi
hibah ini, agar
dapat
meningkatkan
kinerja

tetap komitmen untuk melaksanakan kebijakan
tersebut, apalag: pelaksanaan evaluasi/verifikasi ini
sangat urgen dalam menentukan upaya pemerintah
untuk  mengentaskan  kemiskinan  melalui
pengembangan Agribisnis Peternakan dengan
sentuhan bantuan hibah. Karena ditahap verifikasi
menjadi dasar untuk menentukan layak atau tidak
layak calon penerima hibah.

. BS (18 Desember 2017), dalam membangun

komitmen yang ideal memang sangat sulit, namun
saya melihat untuk pelaksana atau implementor
evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah
sudah berusaha untuk komitmen. Walaupun tidak
semua pelaksana mampu melakukan.

. BA (il Desember 2017)secara umum hampir

semua pelaksana verifikasi memiliki komitmen
melaksanakan evaluasi/verifikasi dengan baik sesuai
dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

. HH (07 Desember 2017), kejujuran sangat penting

diterapkan dalam kegiatan apapun, namun dalam
pelaksanaannya terkadang ada pengaruh dan
kepentingan dari berbagai pihak. Untuk itu saya
tidak bisa mengatakan bahwa semua pelaksana
kebijakan ini sudzh jujur.

. JH (11 Desember 2017), inilab permasalahan klasik

yang selalu kita hadapi, bahwa sulitnya menerapkan
kejujuran dalam melakukan sesuatu kegiatan. Ada
beberapa laporan yang masuk dan berbagai sumber
yang bisa dipercaya tentang oknum pelaksana tidak
obyektif.

. BS (18 Desember 2017), maksud saya begini, kita

memang punya komitmen untuk melaksanakan
verifikasi itu dengan baik, cuman seperti ini bahwa
kadang-kadang ada oknum tertentu (tidak bisa
digeneralisir), muncul subyektifitasnya dalam
merekayasa hasil verifikasi. Jadi intinya indikator
kejujuran sangat relative karena sangat tergantung
karakter dan integritas masing-masing individu.

. RS (20 Desember 2017), begini, kalau pendapat

saya pak, jujur saya katakan kalau yang saya alam
dulu pak, waktu dilayani oleh petugas verifikasi
sudah bagus sckali. Petugas yang melakukan
evaluasi/verifikasi dari Dinas Pertanian Provinsi
Sulawesi Barat sudah jujur, tidak ada neko-neko dan
tidak ada yang disembunyikan informasinya.

. HH (07 Desember 2017), saya pikir sudah cukup
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10.

1.

12.

demokratis pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi
dikantor kami, kenapa? Karena masing-masing
bidang diberi kewenangan untuk melaksanakan
evaluasi/verifikasi ini, namun dalam menentukan
layak atau tidak layak selalu dilakukan melalui hasil
keputusan rapat Tim Vernifikasi.

AR (14 Desember 2017}, penerapan demokratis itu
ada ketika keterbukaan dan kesempatan yang
diberikan kepada setiap anggota Tim dalam
menyatakan pendapat dan keterbukaan informasi
disetiap pertemuan mengenai hibah, hal ini telah
dilakukan pada rapat-rapat Tim evaluasi/verifikasi
calon penerima bantuan hibah pada kantor kami.

ML (18 Desember 2017), saya pikir sudah cukup
demokratis, karena setiap anggota Tim verifikasi
dibenkan fuang untuk mengemukakan
pendapat/masukan, kemudian adanya keterbukaan
informasi serta adanya penglibatan/partisipasi dari
masing-masing anggota Tim dalam proses
pengambilan keputusan mengenai teknis
pelaksanaan verifikasi dan dalam memutuskan hasii
rekomendasi.

BA (11 Desember 2017), jad: seperti ini, sejak tahun
lalu 2013 insentif pelaksana kebijakan atau
implementor evaluasi/verifikasi calon penerima
bantuan hibah sudah tidak ada. Hal ini disebabkan
dengan adanya kebijakan Tambahan Penghasilan
Pegawai (TPP), jadi yang didapatkan para pelaksana
kebijakan ini hanya biaya Perjalanan Dinas ketika
turun kelapangan. Jadi jumah insentif yang diterima
para pelaksana kebijakan masih kurang bahkan bisa
dikatakan tidak ada. Hal in1 sangat mempengaruhi
kineja para pelaksana kebijakan. Disisi lain
tanggungjawab dan resiko pekerjaan sangat berat.
ML (18 Desember 2017), mengenai insentif agak
dilematis memang karena kita diperhadapkan
dengan kebijjakan anggaran pemerintah daerah
provinsi yang tidak diperbolehkan lagi belanja
honor pegawai, karena adanya kebijakan TPP oleh
Pemerintah ya konsekwensinya belanja honor
pegawal dihilangkan semua, jadi sudah include
dalam TPP. Jadi berbicara jumlah innsentif yang
diterima masih dikeluhkan oleh hampir seluruh
anggota Tim Verifikasi karena kebijakan TPP
berlaku secara umum, karena pegawai yang tidak
terlibat dalam Tim Verifikasi juga berhak menenma
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TPP.

13. BAD (11 Desember 2017), menurut saya, karena
insentif  khusus bagi Tim Pelaksana
evaluasi/verifikasi tidak tersedia, dan saya
menganggap bahwa TPP itu bukan sebagai insentif
bagi Tim evaluasi/verifikasi sebab berlaku umum
bagi semua pegawai, maka untuk mengetahui
ketepatan waktu pemberian insentif tidak ada.
Kemudian mengenai biaya perjalanan dinas ketika
turun kelapangan untuk verifikasi tidak tepat waktu
diberikan, karena terkadang kita jalan duluan
kelapangan, namun biaya perjalanan belum
dibayarkan.

14. AR (14 Desember 2017), jadi begini, kalau TPP
tersebut kita kategorikan sebagai insentif dalam
konteks pelaksanaan kebijakan im, maka menurut
saya TPP itu bukan sebagai insentif Tim Pelaksana
evaluasi/verifikasi, dan ketepatan waktu
pemberiannya tidak dapat diukur karena secara
khusus insentif yang disediakan bagi Tim pelaksana
evaluasi/verifikasi, faktanya memang tidak ada.

Aspek Struktur | 1. BAD (11 Desember 2017), pada pelaksanaan
Birokrasi evaluasi/verifikasi dikantor ini mengenat standar
a. Bagaimana operasional prosedur sudah dilakukan dengan
penerapan berpedoman pada regulasi yang telah ada apakah itu
prosedur  operasi Permendagn dan Pergub. Begitu juga dengan
yang standar pedoman-pedoman teknis yang telah disusun oleh
b. Bagaimana Tim evaluasi/verifikasi itu sendiri, sudah berjalan
penyebaran baik. Namun begini, SOP tersendiri secara formal
tanggungjawab tentang pelaksanaan kebijakan ini juga sudah ada,
kegiatan-kegiatan dan ini sangat penting, karena sebagai pedoman dan
dan bagaimana acuan bagi para pelaksana kebijakan dalam
aktivitas-aktivitas melaksanakan program imi secara efektif dan
pegawai yang |  terukur. o _
terkait dengan | 2- BS (18 Desember 2017), jadi kalau mengenai SOP
pelaksanaan sampati saat ni kita melaksanakan
kebijakan ini evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah

memang belum  memiliki  SOP  verifikasi
tersendiri/khusus secara formal. Selama ini kita
melaksanakan kebijakan ini hanya mengacu pada
tata cara pelaksanaan hibah yang tertuang dalam
regulasi yang ada, selebihnya kita berdasarkan pada
pengalaman konvensional, pengalaman yang Jalu.

3. AR (18 Desember 2017), Yang lebih Penting lagi
implementasi  prosedur yang standar dalam
melaksanakan kebijakan ini sudah berjalan baik
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dengan adanya SOP yang menjadi dasar pada
pelaksanaan kebijakan program hibah bansos ini.
AR (14 Desember 2017), kalau implementasi
peraturan gubernur tentang hibah dan bansos sudah
berjalan dengan baik, dan untuk implementasi
prosedur operasi yang standar juga telah diterapkan
schingga bias dievaluasi dengan baik dan terukur.
AR (14 Desember 2017), Saya anggap ini sebagai
pendistribusian tanggung jawab, jadi begini saya
melihat penyebaran tanggungjawab itu memang
sudah berjalan dengan baik, karena tanggung jawab
itu sudah terdistribusi sampai ketingkat bidang-
bidang, dimana pengambilan keputusan melibatkan
bidang-bidang sesuai tupoksi masing-masing dan
secara teknis tiap bidang sudah diberikan
kewenangan untuk melaksanakan  kebijakan
verifikasi ini.

BS (18 Desember 2017), penyebaran tanggung
jawab sudah baik sesuai dengan tupoksi masing-
masing bidang. Diharapkan penyebaran
tanggungjawab  kegiatan akan  mendorong
optimalisasi keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini,
hal im1 disebabkan karena tingginya rasa
tanggungjawab pada masing-masing unit kerja
dalam melaksanakan kebijakan tersebut.
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